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KATA 

PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas berkat  dan rahmat-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang 

telah berhasil menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(LPPD) Tahun 2022. 

Penyusunan LPPD ini, memenuhi amanat Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Suatu kebanggaan bagi kami dapat 

menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh 

karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas 

dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Singkawang. 

Kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintah  Kota Singkawang khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Singkawang, sehingga ke depan dapat lebih mempertajam kembali 

prioritas rencana Penyelenggaraan Pemerintah Kota Singkawang. 

 

Singkawang,       Februari 2023 

Kasat Polisi Pamong Praja 

Kota Singkawang 

 

 

 

PILIPUS, SH.M.Si. 

Pembina 

NIP. 19671130 198807 1 001 
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                                        BAB I  

                       PENDAHULUAN 

A. Dasar Hukum. 
 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika 

kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan 

otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum 

daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi 

seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Serta 

untuk melaksanakan amanat pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), sehingga perlu dibentuk lembaga 

Satuan Polisi Pamong Praja yang diharapkan mampu mewujudkan 

kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur.  

Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dibentuklah Kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang yang merupakan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang mendukung tugas Walikota dalam 

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban 

umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah. 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Singkawang tidak terlepas dari koridor aturan 

yang mendasari, antara lain peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah )Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang 

Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam 

Rangka Penegakkan Hak Asasi Manusia; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang 

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan 

Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 

12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 

13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 

(Tambahan lembaran Daerah Kota singkawang Nomor 62); 

14. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian 

Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 

Nomor 17); 
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B. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. 

1. Struktur Organisasi. 

  Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang merupakan 

Organisasi Perangkat Daerah setingkat dinas dengan struktur : 

a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat terdiri atas; 

1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset 

2. Subbagian Perencanaan, Eavaluasi Kinerja dan Keuangan  

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri atas: 

1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan 

2. Seksi Penyidikan dan Penindakan. 

d. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum terdiri atas; 

1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 

2. Seksi Perlindungan Masyarakat 

e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas; 

1. Seksi Penanggulangan Kebakaran 

f. UPT; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Yang secara bagan alur koordinasi dapat dilihat sebagai berikut: 

STRUKTUR ORGANISASI 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG 

Tabel.1 

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA SINGKAWANG 

(Peratuan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Kepala Satuan  

Seksi 

PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT  

Seksi Pembinaan, 

Pengawasan & 

Penyuluhan 

Kelompok Jabatan Fungsional 

UPTD 

SEKRETARIS 

Kepala Sub Bagian 

Umum, 

Kepegawaian & Aset 

Kepala Sub Bagian 

Perencanaan, 

Evaluasi  Kinerja dan 

Keuangan  

Kepala Bidang 

Penegakan Perundang-

Undangan  

Kepala Bidang 

KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN UMUM  

Kepada Bidang 

PEMADAM 

KEBAKARAN 

Seksi Penyidikan & 

Penindakan 

Seksi Operasi dan 

Pengendalian 
Seksi 

PENANGGULANGAN 

KEBAKARAN 
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2.  Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota     

Singkawang. 

Polisi Pamong Praja Kota Singkawang pada tahun 2022 

didukung oleh jumlah ASN sebanyak 84 (delapan puluh empat) 

orang terdiri dari 12 orang Pejabat Struktural, 64 orang Jabatan 

Fungsional tertentu dan 8 orang Jabatan Fungsional umum.  

                               

                             Data Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja 

Per tanggal 31 Desember 2022 
 

No. Struktur Organisasi Jabatan / Eselon Jumlah 

1 Kepala Satuan Kepala Satuan / IIb 1 

2 Sekretariat Sekretaris / IIIa 1 

3 
Subbagian Umum, 

Kepegawaian dan Aset 

Kepala Subbagian Umum 

dan Kepegawaian / IVa 
1 

4 

Subbagian 

Perencanaan, Evaluasi 

Kinerja dan Keuangan  

Kepala Subbagian 

Perencanaan, Keuangan 

dan Aset / IVa 

1 

5 

Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-

Undangan  

Kepala Bidang 

Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Daerah / IIIb 

1 

6 

Seksi Pembinaan,  

Pengawasan dan 

Penyuluhan 

Kepala Seksi Pembinaan 

dan Pengawasan / IVa 
1 

7 
Seksi Penyidikan 

dan Penindakan 

Kepala Seksi 

Penyelidikan dan 

Penyidikan / IVa 

1 

8 
Bidang Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum 

Kepala Bidang Ketertiban 

umum dan Ketenteraman 

Masyarakat / IIIb 

1 

9 
Seksi Operasi dan 

Pengendalian 

Kepala Seksi Operasi dan 

Pengendalian / IVa 
1 
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10 
Seksi Perlindungan 

Masyarakat  

Kepala Seksi 

Perlindungan Masyarakat  

/ IVa 

1 

11 
Bidang Pemadam 

Kebakaran  

Kepala Bidang Pemadam 

Kebakaran / IIIb 

 

1 

12 

Seksi 

Penanggulangan  

Kebakaran 

Kepala Seksi 

Penanggulangan / IVa 
1 

13 

Kelompok Fungsional 

Satuan Polisi Pamong 

Praja 

Jabatan Fungsional 

SatPol PP 
64 

14 

*Kelompok Fungsional 

Umum Polisi Pamong 

Praja  

Fungsional Umum 8 

  Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja. 

    

Data Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Per tanggal 31 Desember 2022 

 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 SLTP 0 

2 SLTA 39 

3 D1/D2/D3 1 

4 D4/S1  43 

5 S2  1 

  Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja. 
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Data Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja 

Berdasarkan Pangkat/Golongan 

Per tanggal 31 Desember 2022 
 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Pengatur Muda / IIa 0 

2 Pengatur Muda Tk.I / IIb 0 

3 Pengatur / IIc 2 

4 Pengatur Tk,I / IId 1 

5 Penata Muda / IIIa 38 

6 Penata Muda Tk.I / IIIb 28 

7 Penata / IIIc 3 

8 Penata Tk.I / IIId 8 

9 Pembina / IVa 4 

10 Pembina Tk.I / IVb 0 

11 Pembina Muda / IVc 0 

  Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja. 
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3. Sumber Daya Keuangan. 

  Pada Tahun 2022 setelah perubahan Satuan Polisi Pamong Praja 

memiliki anggaran sebesar Rp 8.696.896.555,- terdiri dari: 

 Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / 

Kota sebesar Rp 8.659.282.455 .- 

 Belanja Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

sebesar Rp. 29.228.000.- 

 Belanja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp 8.386.100,- 

 

4. Sarana dan Prasarana. 

 Sarana prasana pendukung yang ada pada Satuan Polisi Pamong 

Praja adalah merupakan asset tetap milik Pemerintah Kota 

Singkawang yang dimanfaatkan di Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas operasional. 

Berdasarkan laporan Semester Kedua Barang Inventaris pada 

Satuan Polisi Pamong Praja data per tanggal 31 Desember 2022 

dijelaskan beberapa sarana pendukung sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Data Sarana Kantor Berupa Aset Tetap 

Per tanggal 31 Desember 2022 

 

No. Nama Barang/ Jenis Barang Jumlah 
Kondisi Barang 

Ket. 

B KB RB 

1 Bangunan gedung kantor 

permanen 
2 2 

0 0 
KIB C 

2 Gedung Garasi/Pool 

Permanen 
1 1 

0 0 KIB C 

3 Kanopi 1 1 
0 0 KIB C 

4 Jalan Kota 1 1 
0 0 KIB D 

5 Instalasi Pembangkit Listrik 1 1 
0 0 KIB D 

6 Jaringan transmisi 2 2 
0 0 KIB D 
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7 Jaringan Telepon 1 1 
0 0 KIB D 

8 Alat Kantor 1 1 
0 0 KIB B 

10 Alat penyimpanan 

perlengkapan kantor 
22 16 6 0 

KIB B 

11 Alat kantor lainnya 7 7 
0 0 KIB B 

12 Meubilair 63 63 
0 0 KIB B 

13 Alat pembersih 2 2 
0 0 KIB B 

14 Alat pendingin 31 28 0 3 
KIB B 

15 Alat dapur 1 1 
0 0 KIB B 

16 Alat rumah tangga lainnya 14 12 2 0 
KIB B 

17 Personal komputer 35 33 0 2 
KIB B 

18 Peralatan mini komputer 5 1 0 4 
KIB B 

19 Peralatan personal komputer 32 27 2 3 
KIB B 

20 Meja kerja pejabat 45 30 15 0 
KIB B 

21 Meja rapat pejabat 

 
1 1 

0 0 
KIB B 

22 Kursi kerja pejabat 36 34 0 2 
KIB B 

23 Lemari dan arsip pejabat 4 4 
0 0 KIB B 

24 Peralatan studio visual 19 19 
0 0 KIB B 

25 Alat komunikasi telephone 76 75 0 1 
KIB B 

26 Alat laboratorium 

(stabilizer/UPS) 
12 12 0 0 

KIB B 

27 Alat pengolah tanah dan 

tanaman 
1 1 0 0 

KIB B 

28 Kendaraan Bermotor Roda 

Dua 
16 14 0 2 KIB B 

29 Kendaraan Bermotor 

Angkutan Barang 
8 8 0 0 KIB B 
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30 Kendaraan Bermotor 

Penumpang 
1 1 0 0 KIB B 

 

 

 

5. Urusan Yang dilaksanakan Sesuai dengan RPJMD. 

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (RKPD) Kota Singkawang dan Rencana Kerja (Renja) Satuan 

Polisi Pamong Praja Tahun 2022. Urusan Wajib yang dilaksanakan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang adalah Urusan 

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 

Masyarakat. 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
 

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
  

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja 

setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. 

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran. 
 

TABEL.2.1 

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN 
 

No 
Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci 

Keluaran 
Capaian 
Kinerja 

Sumber Data Keterangan 

1. Ketentraman, 

Ketertiban Umum 

dan Perlindungan 
Masyarakat 

1. Persentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan. 

100% Polisi Pamong Praja  

  2. Persentase Perda dan Perkada 

yang ditegakkan 

100% Polisi Pamong Praja  

  3. Persentase pelayanan 

penyelamatan dan evakuasi 

korban kebakaran. 

100% BPKS Swasta  
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2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil. 

TABEL.2.2 
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL 

 

No 
Urusan 

Pemerintahan 
Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

Capaian 
Kinerja 

Sumber Data Keterangan 

1. Ketentraman, 

Ketertiban Umum 

dan Perlindungan 
Masyarakat 

1. Jumlah pelanggaran dan 

pengaduan trantibum dalam 

Kab/Kota yang ditangani 

56 

kasus 

Polisi Pamong Praja  

  2. Jumlah Satlinmas yang 

terlatih dan dikukuhkan. 

651 

orang 

Polisi Pamong Praja  

  3. Jumlah Perda dan Perkada 
yang ditegakkan 

1 Polisi Pamong Praja  

  4. Jumlah Polisi Pamong Praja 

yang memiliki kualitas PPNS 

1 orang Polisi Pamong Praja  

  5. Jumlah dan Jenis layanan 

penyelamatan dan evakuasi 

pada kondisi membahayakan 

manusia (operasi darurat non 
kebakaran) oleh Dinas 

Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan di Kab/Kota. 

- Polisi Pamong Praja Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Bidang Damkar 

Tidak memiliki 
Regu Pemadam 

Kebakaran dan 

Sarana serta 
Prasarana untuk 

melakukan 

Pelayanan 
Pemadam 

Kebakaran. 

  6. Tersedianya pos Damkar yang 

dilengkapi sarana prasarana 

damkar, sarana prasarana 
penyelamatan di kantor 

kecamatan, 

- Polisi Pamong Praja 
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  7. Tersedianya aparatur selama 

24 jam yang dilaksanakan 
secara bergantian (shift) 

dikantor kecamatan. 

- Polisi Pamong Praja Satuan Polisi 

Pamong Praja 
Bidang Damkar 

melakukan 

Inspeksi 

Perlengkapan dan 
Peralatan 

Pemadam 

Kebakaran ke 
BPKS Swasta 

sesuai dengan 

Program 
Pencegahan 

Penanggulangan 

Penyelamatan 
Kebakaran dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran. 

  8. Pos Damkar yang dilengkapi 

dengan sarana/prasarana 
damkar, sarana penyelamatan 

dan evakuasi di setiap 

kelurahan/desa 

- Polisi Pamong Praja 

  9. Jumlah dan jenis sarana 

prasarana pemadam, 

penyelamatan dan evakuasi 

- Polisi Pamong Praja 

  10 Jumlah aparatur pemadam 
kebakaran yang memenuhi 

Standar Kualifikasi Pemadam 

sebagaimana dimaksud 
Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Standar Kualifikasi 
Aparatur Pemadam kebakaran 

- Polisi Pamong Praja 

  11. Jumlah relawan kebakaran 

dibawah binaan Dinas 

Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan atau perangkat 

daerah yang 

menyelenggarakan sub 
urusan kebakaran 

- Polisi Pamong Praja 

  12. Jumlah peningkatan 

kapasitas aparatur pemadam 

kebakaran. 

- Polisi Pamong Praja 
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2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. 
  

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintahan daerah 

dlam pelasksanaan visi dam misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kinerja kepada daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat : 

a. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja. 
 

TABEL.2.3 

REALISASI KINERJA TAHUN 2022 
 
 

No Sasaran   Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya keindahan, 
kebersihan dan ketertiban 

dalam kehidupan 

masyarakat. 

1. Persentase Pelanggaran 
Perda yang ditindak. 

n/a n/a 100% 

2. Persentase Ketentraman dan 

Ketertiban. 

100% 100% 100% 

3. Rasio personil Satpol PP per 
10.000 penduduk. 

3,4 3,5 102,94% 

4. Rasio Petugas Perlindungan 

LINMAS 

0,9 0,9 100% 

5. Persentase jumlah warga 
yang memperoleh layanan 

akibat dari penegakan 

hukum PERDA dan 
PERKADA. 

100% 100% 100% 
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2. Meningkatnya kualitas 

pelayanan bencana 
kebakaran masyarakat di 

Kota Singkawang. 

1. Persentase tingkat waktu 

tanggap (Response Time 
Rate) kejadian kebakaran. 

100% 90,48% 90,48% 

2. Persentase jumlah warga 

Negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan 
evakuasi korban kebakaran. 

100% 100% 100% 

3. Meningkatnya pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dan 
Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah. 

1. Kategori Capaian Reformasi 

Birokrasi Perangkat Daerah. 

B C C 

 2. Kategori Capaian SAKIP 
Perangkat Daerah. 

B CC CC 

 

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya. 
 

TABEL.2.4 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 

NO SASARAN 
INDIKATOR TAHUN 

 2021 2022 

1. Meningkatnya keindahan, 

kebersihan dan ketertiban dalam 
kehidupan masyarakat. 

1. Persentase Pelanggaran Perda 

yang ditindak. 

n/a n/a 

2. Persentase Ketentraman dan 

Ketertiban. 

100% 100% 

3. Rasio personil Satpol PP per 
10.000 penduduk. 

3,3 3,5 

4. Rasio Petugas Perlindungan 

LINMAS 
0,9 0,9 

5. Persentase jumlah warga yang 100% 100% 
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memperoleh layanan akibat 

dari penegakan hukum PERDA 
dan PERKADA. 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan 

bencana kebakaran masyarakat di 

Kota Singkawang. 

1. Persentase tingkat waktu 

tanggap (Response Time Rate) 

kejadian kebakaran. 

100% 90,48% 

2. Persentase jumlah warga 

Negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan 
evakuasi korban kebakaran. 

100% 100% 

3. Meningkatnya pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja Perangkat 
Daerah. 

1. Kategori Capaian Reformasi 

Birokrasi Perangkat Daerah. 

C C 

  2. Kategori Capaian SAKIP 

Perangkat Daerah. 

B CC 
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c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah. 
 

TABEL.2.5 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 

NO SASARAN INDIKATOR 
TAHUN TARGET 

RPJMD 2020 2021 2022 

1. Meningkatnya 

keindahan, kebersihan 
dan ketertiban dalam 

kehidupan masyarakat. 

1. Persentase Pelanggaran 

Perda yang ditindak. 
100% n/a n/a 100% 

2. Persentase Ketentraman 

dan Ketertiban. 
100% 100% 100% 100% 

3. Rasio personil Satpol PP 
per 10.000 penduduk. 

3,3 3,3 3,5 3 

4. Rasio Petugas 

Perlindungan LINMAS 
1 0,9 0,9 1 

5. Persentase jumlah warga 
yang memperoleh layanan 

akibat dari penegakan 

hukum PERDA dan 
PERKADA. 

- 100% 100% 100% 

2. Meningkatnya kualitas 

pelayanan bencana 

kebakaran masyarakat 
di Kota Singkawang. 

1. Persentase tingkat waktu 

tanggap (Response Time 

Rate) kejadian kebakaran. 

75% 100% 90,48% 75% 

2. Persentase jumlah warga 

Negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan 
evakuasi korban 

- 100% 100% 100% 
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kebakaran. 

3. Meningkatnya 

pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah. 

1. Kategori Capaian Reformasi 

Birokrasi Perangkat 
Daerah. 

 

C C BB 

2. Kategori Capaian SAKIP 

Perangkat Daerah. 

 
B CC BB 

 

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi 
yang dilakukan. 
 

1. Sasaran Meningkatnya keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. 
 

1.1 Untuk beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan karena adanya pergeseran anggaran, secara tugas 

dan fungsi tetap berjalan, seperti penyelesaian kasus-kasus yang diadukan oleh masyarakat, 

peningkatan keindahan, kebersihan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat melalui sosialisasi 

dan himbauan.  

1.2 Meningkatkan dan mengoptimalkan citra aparatur Satuan Polisi Pamong Praja menuju 

profesionalisme pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

1.3 Mengenalkan dan Mensosialisasikan Perda No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum kepada 

Masyarakat terutama Pedagang yang mempunyai Ruko, Pedagang Kaki Lama (PKL) dan kegiatan yang 

langsung berhubungan dengan Fasum dan Fasos. 
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2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan bencana kebakaran masyarakat di Kota Singkawang. 
 

2.1 Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar belum memiliki Regu Pemadam Kebakaran, sarana serta 

prasarana kebakaran, sehingga untuk data  tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Kebakaran 

yang ditampilkan adalah data dari BPK Swasra dikarenakan Bidang Damkar tidak terlibat langsung 

dalam proses pemadaman. 
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BAB III 
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 

 

 Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan 

Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah 

penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah 

Provinsi kepada Kanupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan 

kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya 

kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah 

kepada Daerah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 

Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang untuk tahu 2022 tidak 

diberi amanat untuk melaksanakan tugas pembantuan. 
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BAB IV 
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL 

 

4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. 

 4.1.  Jenis Pelayanan Dasar. 
 

Berdasarka Peraturan Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) jenis 

pelayanan dasar. Dan 2 (dua) diantaranya adalah Jenis Pelayanan Dasar 

SPM Trantibumlinmas terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja. 

TABEL 4.1. 
JENIS PELAYANAN DASAR URUSAN KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. 
 

NO 
JENIS PELAYANAN 

DASAR 

MUTU 

LAYANAN 

DASAR 

PENERIMA 

LAYANAN 

DASAR 

KETERANGAN 

1 Pelayanan 

ketentraman dan 

ketertiban Umum. 

Sesuai 

Standar 

pelayanan 

Warga Negara 

yang terkena 

dampak 
gangguan 

Trantibum 

akibat 
penegakan 

hukum 

terhadap 

pelanggaran 
Perda Provinsi 

dan 

Kabupaten/Kota 
serta Perkada 

Setiap Warga 

Negara yang 

merasa 
terganggu 

dengan K3 

(Ketentraman, 
Keindahan 

dan 

Keamanan) 

mendapatkan 
pelayanan 

sesuai 

standar. 

2 Pelayanan 

penyelamatan dan 
evakuasi korban 

kebakaran. 

Sesuai 

Standar 
pelayanan 

Korban 

kebakaran 
lahan dan 

bangunan 

Warga korban 

kebakaran 
lahan dan 

bangunan 

mendapatkan 

pelayanan 
sesuai 

standar. 
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 4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah 
 

Adapun target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 bidang 

Trantibumlinmas, diuraikan sebagai berikut : 

TABEL. 4.2. 

TARGET PENCAPAIAN SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG 

TRANTIBUMLINMAS 
 

NO INDIKATOR TARGET DAERAH 

1 

Persentase Jumlah Warga Negara yang 

memperoleh layanan akibat dari 

penegakan hukum PERDA dan 

PERKADA. 

100% 

2 

Persentase jumlah Warga Negara yang 

memperoleh layanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran. 

100% 

 

 

 4.3. Realisasi SPM. 
 

TABEL. 4.3. 
 

REALISASI SPM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG 

TRANTIBUMLINMAS 
 

NO INDIKATOR FORMULA SASARAN REALISASI CAPAIAN 

 Persentase 

Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh 
layanan akibat 

dari penegakan 

hukum PERDA 
dan PERKADA 

Jumlah 

Warga 

Negara 

yang 
memperoleh 

layanan 

dibagi 
jumlah 

warga yang 

terkena 
dampak 

akibat dari 

penegakan 
hukum. 

 

Masyarakat 

Kota 

Singkawang. 

497 x 100% 
497 

100% 
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 Persentase 

jumlah Warga 
Negara yang 

memperoleh 

layanan 
penyelamatan 

dan evakuasi 

korban 

kebakaran. 

Korban 

kebakaran 
lahan dan 

bangunan 

yang 
memperoleh 

layanan 

dan 

evakuasi 
dibagi 

dengan 

jumlah 
korban 

kebakaran 

lahan dan 
bangunan 

dikali 100% 

Masyarakat 

Kota 
Singkawang 

21x 100% 

21 

100% 

 

Catatan : 

1 Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari 
penegakan hukum PERDA dan PERKADA mencapai 100%. Data 

tersebut merupakan data masyarakat yang mendapatkan layanan dari 

kegiatan pengawasan kepatuhan terhadap PERDA dan PERKADA dan 
patroli kewilayahan. 

2 Data mengenai warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan 

dan evakuasi korban kebakaran diperoleh dari BPKS Swasta 

dikarenakan Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Singkawang tidak memiliki Regu Pemadam Kebakaran, Sarana 

Prasarana untuk Proses pemadaman. 
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 4.4. Realisasi Anggaran. 
 

TABEL. 4.4. 
REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG 

TRANTIBUMLINMAS 
 

NO INDIKATOR FORMULA SASARAN REALISASI CAPAIAN 

1 Persentase 

Jumlah Warga 
Negara yang 

memperoleh 

layanan akibat 
dari penegakan 

hukum PERDA 

dan PERKADA 

Jumlah 

Warga 
Negara 

yang 

memperoleh 
layanan 

dibagi 

jumlah 
warga yang 

terkena 

dampak 
akibat dari 

penegakan 

hukum. 

Masyarakat 

Kota 
Singkawang. 

29.219.075,- 99,97% 

2 Persentase 
jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh 
layanan 

penyelamatan 

dan evakuasi 
korban 

kebakaran. 

Korban 
kebakaran 

lahan dan 

bangunan 
yang 

memperoleh 

layanan 
dan 

evakuasi 

dibagi 

dengan 
jumlah 

korban 

kebakaran 
lahan dan 

bangunan 

dikali 100% 

Masyarakat 
Kota 

Singkawang 

 8.278.000,- 98,71% 
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 4.5. Alokasi  Anggaran. 
 

TABEL. 4.5. 

ALOKASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG 
TRANTIBUMLINMAS 

 

NO JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM 

JUMLAH 

ANGGARAN 

(Rp) 

1 Pelayanan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Program 

Peningkatan 

ketentraman dan 
ketertiban 

umum. 

29.228.000,- 

2 Pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran 

Program 

pencegahan, 
penanggulangan, 

penyelamatan 

kebakaran dan 
penyelamatan 

Non kebakaran. 

8.386.100,- 

 TOTAL ANGGARAN 37.614.100,- 

 

 4.6. Dukungan Personil. 
 

TABEL. 4.6. 
DUKUNGAN PERSONIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

NO INSTANSI/PERANGKAT 

DAERAH 

PERSONIL KETERANGAN 

1 Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Singkawang 

84 orang 12  Pejabat 
Struktural 

64  Jafung 

Tertentu 

8    Fungsional 
Umum 
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 4.7. Permasalahan dan Solusi. 
 

TABEL. 4.7. 
PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

 

PERMASALAHAN SOLUSI 

Masih kurangnya personil yang ada Melakukan korrdinasi dengan Badan 

Kepegawaian Daerah dan 

Pengembangan Sumber Daya 
Manusi. 

Masih kurang fahamnya dan masih 

minimnya kesadaran masyarakat 
untuk mematuhi PERDA dan 

PERKADA serta masih banyak PKL 

yang berjualan di ruas jalan yang 
dilarang. 

Memberikan himbauan, sosialisasi 

dan pembinaan kepada masyarakat 
melalui media social, famplet, 

spanduk dan patrol monitoring 

keliling.  

Belum optimalnya fungsi Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam 

melaksanakan kewenangan 
penyidikan terhadap pelanggaran 

PERDA/PERKADA. 

Melakukan usulan penambahan 

PPNS serta regulasi yang sesuai 

dengan peribahan Peraturan 
Perundang undangan dan 

permasalahan konkuren yang 

dihadapi oleh pelaksana penegakan 
PERDA 

Tidak adanya Regu Pemadam 

Kebakaran dan sarana serta 

prasarana pemadam Kebakaran 
untuk melakukan pemadam 

kebakaran. 

1. Rekomendasi dari Kementerian 

Dalam Negeri RI Direktorat 

Jenderal Bina Administrasi 
Kewilayahan Nomor 

364.1/3385/BAK tanggal 24 Juni 

2022 perihal Rekomendasi 
Kebutuhan JF Damkar dan JF 

Analis Kebakaran. 

2. Surat Walikota Singkawang 
Nomor 060/1099/OR-A tanggal 

19 Oktober 2022 perihal Usulan 

Kebutuhan JF Damkar dan JF 

Analis Kebakaran Kota 
Singkawang. 

3. Lampiran Kertas Kerja 

Perhitungan Kebutuhan 

4. Lampiran Jumlah Sarana 

Prasarana Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan 

5. Lampiran Objek Kerja 

6. Lampiran Penghitungan 

Kebutuhan JF Damkar 
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7. Lampiran Penghitungan 

Kebutuhan JF Analis Kebakaran 

8. Rekapitulasi Usulan Jabatan 

Fungsional Pemadam Kebakaran. 

Pencatatan yang kurang lengkap 

dan belum sesuai dengan 
kebutuhan. 

Meningkatkan koordinasi lintas 

program dan lintas sector. 

Sistem pelaporan yang belum 

optimal dan penguasaan tentang 
Peraturang perundang undangan 

/PERDA/PERKADA tentang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

masih kurang. 

Melakukan 

Bimtek/Pelatihan/Pembinaan 
kepada Personil Satuan Polisi 

Pamong Praja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Penyusunan LPPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang 

tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama kurun waktu satu tahun 

anggaran. 

 Secara umum kedepannya per;u memperbaiki capaian Kinerja Input, 

Output dan Outcomes diantaranya melalui penguatan pemahaman 

terhadap tupoksi secara berjenjang mulai dari staf hingga pejabat structural 

serta internalisasi perencanaan untuk melakukan upaya-upaya : 

1. Peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi yang optimal dan 

menyeluruh kepada seluruh unit kerja di lingkup Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Singkawang. 

 

2. Penguatan internalisasi perencanaan yang dikoordinir oleh 

Sekretariat Satpol PP melalui Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi 

Kinerja dan Keuangan untuk memetakan kegiatan yang menjadi 

kewenangan unit kerja serta mengoptimalkan skala prioritas 

pembangunan dalam rangka menunjang pencapaian target indicator 

kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. 

 

3. Perlunya meningkatkan intensitas dalam menjalin komunikasi antar 

instansi/OPD agar dapat menjadi pembuka wawasan ketika terjadi 

permasalahan teknis dan non teknis yang dapat menghambat 

capaian kinerja sehingga mdah dilakukan pemecahan masalah 

sebaik-baiknya. 
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 Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 

2022 disusun dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas serta pelayanan 

publik dan pengawasan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas 

pembangunan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Singkawang. 

 

Singkawang,        Februari  2023. 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KOTA SINGKAWANG 

 

 

PILIPUS, SH.M.Si. 

Pembina 
NIP. 19671130 198807 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PERDA / 

PERKADA 

YANG 

DITEGAKKAN 



 

WALI KOTA SINGKAWANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG 

NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG 

KETERTIBAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SINGKAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman 

dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang 

dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat 

melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan 

tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan 

dengan ketertiban umum; 

  b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan 

urusan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya 

harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

  3. Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4119); 



  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5606); 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4377); 

  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4720); 

 

 



  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

  11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan  dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5619); 

  14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

  15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 



  16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

  18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 5679); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

 

 



  22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5160); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta 

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 

Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5285); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 95  Tahun 2012 tentang 

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan 

Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5356); 

  27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG 

Dan 

WALI KOTA SINGKAWANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM. 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Singkawang. 

2. Provinsi adalah Kalimantan Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kota Singkawang. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah 

bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman  masyarakat. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penegakan 

perda dan penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Ketertiban umum  adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan 

pemerintah, pemerintah daerah dan  masyarakat dapat melakukan 

kegiatannya  dengan tertib teratur, nyaman dan tentram. 

9. Orang adalah  individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan 

kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan 

tindakan hukum  yang menimbulkan hak dan kewajiban. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

 

 

 



11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas  yang berada  pada  permukaan tanah 

dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan 

lori dan jalan kabel. 

12. Badan jalan adalah lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu 

lintas bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan umum, badan jalan 

termasuk jalur pemisah dan bahu jalan. 

13. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat 

untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan 

oleh kendaraan darurat seperti ambulan, pemadam kebakaran, polisi 

yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan 

dikala jalan  sedang mengalami tingkat macet yang tinggi. 

14. Marka jalan adalah  suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di 

atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang 

membentuk garis  melintang, garis serong serta lambing lainnya yang 

berfungsi  untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah 

kepentingan lalu lintas. 

15. Pulau jalan adalah  bagian jalan yang tidak  dapat dilalui  oleh 

kendaraan, dapat berupa marka jalan  atau bagian jalan  yang 

ditinggikan. 

16. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan 

lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan 

pejalan kaki yang bersangkutan. 

17. Parkir  adalah  tempat  pemberhentian  kendaraan  bermotor  dan  

tempat  untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang 

yang bersifat tidak segera. 

18. Jalur hijau adalah jalur menempatkan tanaman serta elemen lansekap 

lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun ruang 

pengawasan jalan (RUWASJA). 

19. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang 

dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi 

sebagai paru-paru kota. 

20. Fasilitas Umum adalah setiap tempat/fasilitas milik 

pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh 

dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas. 



21. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa 

fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas peribadatan, rekreasi, 

kebudayaan, dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya. 

22. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan pencabangan mulai dari 

pangkal batang dan memiliki  lebih dari satu batang utama. 

23. Semak atau herbaseus adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak 

berkayu. 

24. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya 

mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter 

sampai tajuk daun, bercabang banyak, lebar serta  dapat  memberikan  

naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi  sebagai  penyerap gas 

berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen  diantaranya 

terdiri pohon trembesi, bunggur, tanjung, sonokembang, asam, pulay, 

glodogan, angsana dan sejenisnya. 

25. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas 

dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat 

mengganggu keindahan dan kesehatan warga. 

26. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung 

maupun tidak langsung. 

27. Hutan Kota adalah bentuk taman dan jalur hijau kota yang dibangun 

dengan penanaman kerapatan tinggi serta jenis spesies tanaman tertentu. 

28. Hutan Mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan  

dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 

29. Sungai adalah tempat dan wadah wadah serta jaringan pengairan air 

mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya 

sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 

30. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengaman luar. 

31. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengairi lahan, mengambil air dari 

sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak 

sawah, memberikan air pada tanaman, membuang kelebihan air ke 

jaringan pembuangan. 

32. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada 

danau baik terbentuk alami maupun dibuat oleh manusia. 

33. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya 

bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk 

pelebaran alur badan/palung sungai. 



34. Danau adalah  bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara 

alamiah jauh melebihi ruas ruas lain dari sungai yang bersangkutan. 

35. Embung adalah Cekungan yang digunakan untuk mengatur dan 

menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas 

air di badan air yang terkait sungai dan danau. 

36. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang berfungsi 

untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang 

mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan 

yang sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah 

dan/atau air. 

37. Tempat usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan secara 

teratur dengan maksud mencari keuntungan. 

38. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan dan  jasa  yang  menempati  tempat prasarana  kota  dan  

fasilitas  umum  baik yang  mendapat  izin  dari  pemerintah  daerah  

maupun  yang  tidak  mendapat  izin. 

39. Warung Internet selanjutnadisingkat warnet  adalah tempat usaha yang 

menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana 

teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen  

elektronik termasuk perangkat lunak di jaringan internet. 

40. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan 

beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai  

tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, babi dan unggas 

bagi konsumsi masyarakat. 

41. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan 

dengan hewan  yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

kesehatan manusia. 

42. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan  dengan 

keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan  

yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari 

perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang 

dimanfaatkan manusia. 

 

 

 

 



43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk 

dan cocok ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan atau memungkinkan atau memujikan  

suatu barang, jasa atau orang ataupun  untuk menarik perhatian umum 

kepada  suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan  atau yang 

dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 

44. Reklame papan billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, 

calli brete,vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang  

pada bangunan/kontruksi reklame yang secara khusus di bangun dan 

diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame. 

45. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang 

bertempat tinggal  di Indonesia. 

46. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, 

umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, 

kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang 

menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

47. Dokumen kependudukan adalah dokumen yang resmi diterbitkan oleh 

instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 

autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan 

Pencatatan sipil. 

48. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan,  

permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap 

orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton  

serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik  

dengan  dipungut  bayaran  maupun  tidak  dipungut bayaran. 

49. Tempat usaha hiburan adalah tempat usaha yang meliputi kafe, karaoke 

(live music), diskotik dan sejenisnya. 

50. Permainan ketangkasan dan/atau sejenisnya adalah suatu usaha yang 

menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang 

bukan bersifat judi dan/atau mesin elektronik sebagai usaha pokok dapat 

dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman 

antara lain bilyard, play station (PS), Fun Station, warung telekomunikasi 

(warnet), dan lain-lain. 

 

 



51. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah perseorangan, 

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena  suatu hambatan, 

kesulitan s\atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, 

sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, 

rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. 

52. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan 

meminta-minta dimuka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

53. Pengamen adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

bermain musik dari satu tempat ke tempat lain. 

54. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan 

sesama atau lawan jenis secara berulang ulang dan bergantian diluar 

perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi 

atau jasa. 

55. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang 

timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah  masyarakat  

sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan 

ruang. 

56. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah. 

57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah  

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan  

penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan 

daerah. 

58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk  menyelaraskan 

kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau tidak saling 

merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, 

nyaman, dan tentram. 

(2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tatanan 

kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, aman, dan nyaman. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. tertib jalan, dan angkutan jalan; 

b. tertib jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial; 

c. tertib kebersihan, dan lingkungan; 

d. tertib sungai, saluran air, irigasi, kolam, pantai, waduk, danau, dan 

embung; 

e. tertib perizinan; 

f. tertib bangunan; 

g. tertib tempat usaha; 

h. tertib reklame; 

i. tertib kependudukan; 

j. tertib tempat hiburan, ketangkasan, dan keramaian; 

k. tertib tuna sosial dan anak jalanan; 

l. tertib kesehatan; dan 

m. tertib peran serta masyarakat. 

Bagian Kedua 

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan 

Pasal 4 

Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam 

menggunakan dan memanfaatkan jalan. 



Pasal 5 

(1) Setiap orang wajib: 

a. berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. menyeberang jalan dengan menggunakan sarana jembatan 

penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah 

disediakan; dan 

c. menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan 

yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum. 

(2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang 

wajib: 

a. menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau 

barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan 

b. berjalan pada setiap rute/trayek jalan yang telah ditetapkan. 

Pasal 6 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. sengaja melakukan kegiatan di jalan yang dapat mengganggu 

kelancaran lalu lintas; 

b. melakukan kegiatan yang dapat merusak jalan dan fasilitas jalan; 

c. berjalan kaki di luar jalur pejalan kaki, dan fasilitas pejalan kaki 

yang disediakan; 

d. memberhentikan kendaraan umum di luar tempat yang telah 

ditetapkan; 

e. membuat, merakit, atau mengoperasikan angkutan umum 

kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak; dan 

f. melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari pejabat yang 

berwenang yang mengakibatkan menimbulkan kemacetan arus lalu 

lintan. 

(2) Pengemudi kendaraan umum dilarang: 

a. menaikkan dan menurunkan penumpang di luar tempat yang telah 

ditetapkan; dan/atau 

b. menaikkan dan menurunkan serta membawa penumpang di luar izin 

trayek yang telah ditetapkan. 

 

 



Pasal 7 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan 

memasukkan becak bermotor atau barang yang difungsikan sebagai 

becak bermotor dan/atau sejenisnya; dan 

b. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana 

angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum 

yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

(2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah 

memenuhi persyaratan laik jalan dan mendapatkan izin dari Wali Kota 

atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 8 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tindakan 

sehingga tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas; 

b. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, atau 

jalan dan sejenisnya; dan 

c. membongkar, memotong, menambah dan/atau membuat tidak 

berfungsi pagar pengaman jalan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang 

atau badan yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(3) Izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat diterbitkan apabila orang atau badan mengembalikan 

dalam keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, dan huruf c dengan menyertakan uang jaminan yang jumlahnya 

diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 9 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. mengangkut tanah, pasir, batuan, dan/atau bahan berdebu serta 

bahan berbau busuk yang mengakibatkan terganggunya kepentingan 

umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan 

b. mengangkut  bahan  berbahaya  dan beracun,  bahan  yang mudah 

terbakar,  dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat 

angkutan yang terbuka. 



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b 

dikecualikan untuk angkutan yang terbuka dengan melengkapi alat 

penutup. 

Pasal 10 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. memungut uang di jalan dengan alasan perbaikan jalan, 

pengamanan jalan dan bentuk aktifitas lainnya; 

b. memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan; 

c. meletakkan atau menempatkan barang material bangunan di bahu 

jalan dan trotoar; 

d. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada bahu jalan dan 

trotoar; 

e. mendirikan tenda untuk kegiatan tertentu yang menggunakan bahu 

jalan dan parit; 

f. melakukan pekerjaan galian dan urugan yang mengenai trotoar dan 

bahu jalan; dan 

g. melakukan pengangkutan tanah, pasir dan batuan dengan tujuan 

komersil. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang 

atau badan yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

Pasal 11 

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan 

wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat 

ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit. 

Pasal 12 

(1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) di jalan raya 

dilarang menumpangkan orang di atap dan/atau bergelantungan 

dibagian belakang  kendaraan. 

(2) Setiap orang yang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) dan roda           

2 (dua) dijalan raya dilarang menggunakan telepon seluler. 

(3) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang: 

a. membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan; 

b. membuang kotoran permen karet; 

c. meludah; 

d. merokok; dan/atau 

e. mengamen. 



(4) Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong 

plastik di dalam kendaraan. 

Pasal 13 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan dan badan jalan; 

b. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan 

jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 

c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, 

pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu 

penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak 

yang berwenang; 

d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi 

jalan; 

e. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di 

taman dan pagar pemisah jalan; 

f. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan; 

g. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, 

rongsokan dan mengecat kendaraan di jalan serta bahu jalan; 

h. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan; 

i. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang 

dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; 

j. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar; 

dan 

k. menempatkan dan/atau memarkir semua jenis kendaraan dalam jangka 

waktu lama bukan dilahan parkir yang telah ditentukan, dengan 

menggunakan bahu jalan dan trotoar. 

Pasal 14 

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan ataupun di 

tempat umum, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

Pasal 15 

(1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur 

perparkiran tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) Setiap orang yang mengatur perpakiran wajib menggunakan identitas 

resmi parkir dan memberikan karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Terkait. 



Bagian Ketiga 

Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial 

Pasal 16 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. meminum minuman beralkohol di  jalur hijau, taman, fasilitas 

umum, dan  fasilitas sosial; 

b. mengotori dan merusak jalur hijau, taman, fasilitas umum dan 

fasilitas sosial; 

c. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalur hijau, taman 

fasilitas umum dan fasilitas sosial; 

d. membakar limbah/sampah di jalur hijau, taman, fasilitas umum dan 

fasilitas sosial; 

e. buang air besar (hajat besar), buang air kecil (hajat kecil) di jalur 

hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial; 

f. membuang/meletakkan  material  atau bekas material bangunan di 

jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial; 

g. merusak, mengambil kelengkapan  taman, tanaman, semak dan 

perdu, bunga bunga atau lainnya yang berada di jalur hijau, taman, 

fasilitas umum dan fasilitas sosial; 

h. menebang, memangkas dahan/cabang, ranting pohon pelindung 

serta tanaman yang tumbuh disepanjang jalur hijau, taman, fasilitas 

umum dan fasilitas sosial; 

i. mencabut/memindahkan, membakar, mengupas kulit/batang, 

memasang paku/ bes, menyiram dengan minyak/oil/racun yang 

sifatnya merusak dan membahayakan terhadap pertumbuhan pohon 

termasuk bibit tanaman penghijauan  yang ditanam oleh pemerintah 

daerah, sekelompok orang atau warga masyarakat maupun badan 

yang berada di jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial; 

j. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda apapun pada 

pohon pelindung yang ada dijalur hijau maupun taman yang bukan 

diperuntukkan untuk itu; 

k. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di 

sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial 

serta jalan raya; 

l. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, 

fasilitas umum dan fasilitas sosial; 



m. memasuki atau berada dijalur hijau, dan/atau taman yang bukan 

untuk umum; dan 

n. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi 

dari pada jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, dan 

huruf l,  dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan 

upacara adat dan budaya dan/atau mendapatkan izin dari Wali Kota atau 

pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Tertib Kebersihan, dan Lingkungan 

Pasal 17 

Setiap orang atau badan berkewajiban: 

a. memelihara kebersihan lingkungan; dan 

b. memelihara kebersihan bangunan, dan pekarangannya, dan segala 

sesuatu termasuk tanaman bangunan, jalan masuk, pagar batas 

pekarangan, jembatan, saluran pembuangan, parit, dan lain-lain, sampai 

dengan batas jalan di sekitar pekarangan masing-masing. 

Pasal 18 

(1) Setiap pemilik hewan peliharaan dan ternak wajib menjaga hewan 

peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan 

tempat umum, serta dapat mengendalikan dampak negatif terhadap 

lingkungan yang ditimbulkannya. 

(2) Setiap orang yang beternak melakukan tata cara budidaya ternak yang 

baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap perusahaan peternakan, peternak, orang perseorangan yang 

memelihara hewan dan mengelola konservasi satwa, wajib memberikan 

kesempatan kepada otoritas veteriner propinsi dan/atau kota untuk 

melakukan survailans, penyidikan, pemeriksaan, pengujian, penyakit 

hewan guna pengawasan, pencegahan, penanganan dan pemberantasan 

penyakit hewan. 

(4) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. menangkap, memelihara, memburu atau membunuh 

memperdagangkan hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan, dan 

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau 



b. memelihara  satwa  yang dilindungi, kecuali mendapatkan izin 

berupa tanda daftar, sertifikat atau label sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. merusak hutan kota; dan 

b. merusak hutan mangrove. 

Pasal 20 

(1) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual 

belikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk 

perayaan adat, budaya dan event yang diperbolehkan dan/atau  

mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

(1) Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat 

tinggal di pinggir dan di bawah jembatan, jalur hijau, taman, fasilitas 

umum dan fasilitas sosial. 

(2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di atas dan/atau di 

bawah jembatan, tepi saluran serta fasilitas umum lainnya. 

Pasal 22 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, 

jembatan penyebrangan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, 

fasilitas umum dan fasilitas sosial; 

b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur 

hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak 

keindahan dan kebersihan lingkungan; dan 

c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan 

saluran air. 

Pasal 23 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. merusak prasarana dan sarana umum, tidak terkecuali pada waktu 

berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau 

pengerahan massa; dan 



b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu 

penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa 

di jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

Pasal 24 

Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, 

atau badan dilarang: 

a. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan 

peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian; 

b. membuat gaduh dan/atau kebisingan sekitar tempat tinggal dan tempat 

ibadah atau membuat sesuatu yang dapat menganggu ketenteraman 

orang lain; dan 

c. membuang sampah yang berbau menyengat yang dapat mengganggu 

penghuni sekitarnya. 

Pasal 25 

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab 

keindahan lingkungan, setiap orang atau badan hukum dilarang: 

a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, stiker dan sejenisnya di 

sepanjang jalan umum, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; dan 

b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, 

spanduk, pamflet, stiker dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu 

lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum 

dan/atau fasilitas sosial. 

Bagian Kelima 

Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, Pantai, Waduk, Danau, dan 

Embung 

Pasal 26 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. mengotori dan merusak sungai, saluran air, irigasi, kolam, pantai, 

waduk, danau dan embung; 

b. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal 

dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai 

serta di dalam kawasan waduk dan danau; 

c. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi 

saluran, sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau; 

d. memasang/menempatkan keramba di dalam waduk dan danau; dan 



e. menutup saluran air. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d 

dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota. 

Pasal 27 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan 

atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam 

dan/atau kelengkapan keindahan kota; 

b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan 

kota dan tempat lainnya yang sejenis; dan 

c. memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi 

kewenangan daerah untuk kepentingan usaha. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang 

dan/atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

Pasal 28 

(1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau 

merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan 

pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi 

petugas yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

Pasal 29 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan 

bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak 

kelestarian lingkungan   pantai; 

b. melakukan penambangan pasir dipantai dan merusak hutan  mangrove 

serta vegetasi lainnya; dan 

c. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran 

pemukiman, sungai dan pantai di wilayah Kota Singkawang. 

Pasal 30 

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengelolaan 

ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 



Bagian Keenam 

Tertib Perizinan 

Pasal 31 

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai 

dengan bidangnya wajib memiliki izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. 

Bagian Ketujuh 

Tertib Bangunan 

Pasal 32 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. membangun rumah, bangunan, gedung dan/atau sejenisnya kecuali 

mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; 

b. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, 

menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan 

lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam 

radius ketentuan yang ditetapkan; dan 

c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, 

ruang milik taman dan jalur hijau. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi 

pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang. 

Pasal 33 

(1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower 

komunikasi, kecuali mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin 

keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat 

membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan 

dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut. 

Pasal 34 

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan: 

a. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang 

menjadi miliknya; 

b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang 

berbatasan dengan jalan; dan 

c. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuhan yang dapat 

mengganggu keamanan dan ketertiban umum. 



Bagian Kedelapan 

Tertib Tempat Usaha 

Pasal 35 

(1) Setiap orang atau badan melakukan kegiatan usaha baik yang dapat 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun tidak wajib memiliki 

izin tempat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap orang atau badan melakukan kegiatan usaha harus sesuai dengan 

perizinan yang telah diterbitkan. 

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali 

Kota atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan. 

Pasal 36 

(1) Wali Kota menunjuk/menetapkan bagian jalan/tempat kepentingan 

umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. 

(2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian 

jalan/trotoar, jembatan dan tempat untuk kepentingan umum lainnya di 

luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 37 

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap 

ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di 

sekitar tempat berdagang yang bersangkutan. 

Pasal 38 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu 

usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan 

b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau 

melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, 

jalur hijau, taman dan tempat umum. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang 

atau badan yang memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

Pasal 39 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis 

kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan 

dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis; dan 



b. memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud 

pada huruf a. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk 

tempat yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

Pasal 40 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin 

dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno 

dalam kemasan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau teknologi lainnya; 

c. melakukan usaha penjualan/penyewaan pita kaset, CD, VCD, DVD, atau 

teknologi lainnya yang merupakan hasil bajakan; dan 

d. menyelenggarakn usaha warnet diluar ketentuan atau aturan yang telah 

ditetapkan oleh instansi terkait. 

Pasal 41 

(1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak, harus dilakukan di rumah 

potong hewan baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta dengan 

mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah agama, unsur 

kepercayaan yang dianut masyarakat, kesehatan masyarakat veteriner 

dan kesejahteraan hewan, dan dibawah pengawasan dokter hewan yang 

berwenang. 

(2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan 

untuk keperluan hari besar agama atau upacara peribadatan dan 

pemotongan darurat. 

Pasal 42 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. mengedarkan/menjual daging pada masyarakat yang bukan berasal dari 

rumah potong hewan; 

b. mencantumkan label halal pada usaha restoran/rumah makan sebelum 

mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

c. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian 

lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak 

konsumsi. 



Pasal 43 

Setiap pengusaha, pemasok, penggilingan, dan pengolahan pangan asal hewan 

wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 44 

(1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari 

daerah antar provinsi atau pulau harus mendapat rekomendasi dari Wali 

Kota atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Setiap pemasukan ternak ke daerah antar provinsi atau pulau harus 

disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat 

instansi yang berwenang dari daerah asal ternak. 

Pasal 45 

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, 

penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin 

dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 46 

(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, 

penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang 

menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi usaha 

yang memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. 

Bagian Kesembilan 

Tertib Reklame 

Pasal 47 

(1) Setiap Penyelenggaraan Reklame harus mendapat izin Wali Kota atau 

pejabat yang ditunjuk. 

(2) Penyelenggaraan reklame papan/billboard harus memperhatikan rancang  

bangun reklame yang meliputi ukuran (dimensi), kontruksi dan 

penyajian. 

(3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame yang 

bersifat komersial pada: 

a. gedung dan/atau halaman kantor pemerintah kota; 

b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah, dan tempat 

ibadah; dan/atau 

c. tempat lain yang ditetapkam dengan keputusan Wali Kota. 

 



Bagian Kesepuluh 

Tertib Kependudukan 

Pasal 48 

Setiap  orang  yang  bermaksud  tinggal  dan  menetap  di  Kota Singkawang 

wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki 

dokumen kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 49 

(1) Setiap orang yang bermaksud tinggal sementara di Kota Singkawang 

wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan 

mengajukan  surat keterangan  domisili  tempat tinggal yang dikeluarkan 

oleh lurah tempat domisili tempat tinggal. 

(2) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) 

jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat. 

(3) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada lurah 

melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik. 

(4) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada lurah melalui 

pengurus rukun tetangga setempat secara periodik. 

Pasal 50 

(1) Setiap orang wajib memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 

berikut: 

a. kartu tanda penduduk; 

b. kartu keluarga; 

c. akte kelahiran; 

d. akte perkawinan; dan 

e. surat nikah. 

Bagian Kesebelas 

Tertib Tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan, dan Keramaian 

Pasal 51 

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan 

segala bentuk kegiatan perjudian. 

 

 



Pasal 52 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha 

hiburan dan permainan ketangkasan tanpa izin dari Wali Kota atau 

pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Wali 

Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 53 

(1) Wali Kota menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tiket 

tanda masuk. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tiket tanda masuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 54 

Setiap orang atau badan wajib: 

a. mematuhi jam operasional tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan 

pada jam 21.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; 

b. mematuhi jam opersional tempat ketangkasan selama bulan suci 

Ramadhan pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, dan di 

buka kembali pada  jam 21.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan 

c. menutup usaha dan/atau kegiatan tempat hiburan diskotik selama bulan 

suci Ramadhan. 

Bagian Keduabelas 

Tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Pasal 55 

(1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau 

sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, 

pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, 

kantor dan tempat ibadah. 

 

(2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan 

kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

 

 



Pasal 56 

Setiap orang atau badan dilarang: 

a. beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau 

pengelap mobil di jalanan dan traffic light; 

b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, 

dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum lainnya; 

c. mengekspolitasi anak dan/atau bayi untuk kegiatan mengemis; dan 

d. membeli kepada pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang 

atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan 

dan/atau tempat umum. 

Pasal 57 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menelantarkan/membiarkan anggota 

keluarga yang mengalami sakit jiwa untuk berada di tempat umum yang 

dapat mengganggu ketertiban umum. 

(2) Apabila ditemukan orang yang tidak mempunyai identitas atau tidak 

mempunyai keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya 

akan diserahkan dan diproses pada instansi terkait. 

Pasal 58 

Setiap orang dilarang: 

a. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman 

fasilitas umum dan fasilitas sosial; 

b. menjadi tunasusila di jalan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan 

fasilitas sosial; 

c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk 

menjadi tuna susila; dan 

d. memakai jasa tuna susila di jalan,  jalur hijau, taman fasilitas umum dan 

fasilitas sosial. 

Pasal 59 

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan 

bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila. 

Pasal 60 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan 

menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah 

dalam bentuk apapun. 



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan orang 

dan/atau badan yang memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang 

ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketigabelas 

Tertib Kesehatan 

Pasal 61 

(1) Setiap orang atau badan dilarang: 

a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan dan 

pengobatan tradisional; dan/atau 

b. membuat,  meracik,  menyimpan  dan  menjual  obat-obatan, obat-

obat  ilegal  dan/atau obat palsu. 

(2) Penyelenggaraan praktek pengobatan dan pengobatan tradisional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat  diizinkan  apabila  

memenuhi  persyaratan  sesuai  ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Pemberian  izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  Wali 

Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Bagian Keempatbelas 

Tertib Peran Serta Masyarakat 

Pasal 62 

(1) Setiap  orang  atau  badan  pemilik  rumah  dan/atau  bangunan/gedung  

wajib  memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar 

nasional yang ditetapkan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Setiap orang atau badan wajib mengapur atau mengecat tembok luar 

bangunan, pagar, halaman berikut jembatan, pada waktu tertentu yang 

ditetapkan oleh Wali Kota. 

Pasal 63 

(1) Setiap  orang  atau  badan  dilarang menempatkan  atau memasang  

lambang,  simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut 

lainnya pada pagar pemisah jembatan,  pagar  pemisah  jalan,  jalan,  

jembatan  penyeberangan,  halte,  terminal, taman, tiang listrik, pohon 

dan tempat umum lainnya. 

 



(2) Penempatan  dan  pemasangan  lambang,  simbol,  bendera,  spanduk,  

umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat 

yang ditunjuk. 

(3) Setiap  orang  atau  badan  yang  menempatkan  dan  memasang  

lambang,  simbol, bendera,  spanduk,  umbul-umbul  maupun  atribut 

lainnya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib  mencabut  serta  

membersihkan  sendiri  setelah  habis masa berlakunya. 

Pasal 64 

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, 

spanduk, umbul-umbul, reklame maupun atribut lainnya di areal sekitar 

instansi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. 

Pasal 65 

(1) Penjualan minuman  beralkohol  hanya diperbolehkan  untuk  mereka 

yang telah  berusia 21 (dua puluh satu)  tahun  yang dibuktikan dengan 

kartu identitas  dan dokumen kependudukan. 

(2) Melarang penggunaan internet bagi pelajar pada jam pelajaran di luar 

sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah. 

(3) Setiap orang dilarang menyalahgunakan lem dan obat-obatan atau 

sejenisnya yang merusak kesehatan dirinya maupun orang lain sehingga 

mengganggu ketertiban umum. 

(4) Setiap orang atau warga masyarakat wajib melaporkan seseorang atau 

kelompok yang melakukan penyalahgunaan lem atau sejenisnya kepada 

pihak keamanan di lingkungannya atau kepada Satpol PP. 

Pasal 66 

(1) Setiap orang dilarang bermain layangan dengan menggunakan kawat dan 

benang gelasan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. 

(2) Setiap orang dilarang bermain layangan di jalanan, jalur hijau, taman 

fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat membahayakan 

keselamatan orang lain. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN 

Pasal 67 

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

dilakukan Wali Kota, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 

yang  dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat 

daerah terkait lainnya. 

(2) Pengendalian dan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok 

dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketentraman dan 

ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. 

(3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik  

Pegawai  Negeri Sipil  serta satuan kerja perangkat  daerah  terkait  sesuai  

ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 

Pasal 68 

(1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan 

terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada 

petugas yang berwenang. 

(2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagimana dimaksud pada 

ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai  dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Petugas sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) wajib menindaklanjuti  dan 

memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang 

atau badan. 

BAB V 

PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI DAN MEKANISME PENINDAKAN 

Bagian Kesatu 

Prosedur Pemberian Sanksi 

Pasal 69 

Jenis sanksi yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu 

sebagai berikut: 

a. sanksi administrasi; dan 

b. sanksi pidana. 

 



Bagian Kedua 

Mekanisme Penindakan Sanksi Administrasi 

Pasal 70 

(1) Mekanisme penindakan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini yaitu sebagai berikut: 

a. teguran lisan, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari; 

b. surat peringatan I (SP I) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari; 

c. surat peringatan II (SP II) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari; 

d. surat peringatan III (SP III) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari; 

e. penghentian sementara dari kegiatan dan/atau usaha; 

f. denda administrasi; 

g. pencabutan izin; dan/atau 

h. pembongkaran bangunan. 

(2) Mekanisme penindakan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 71 

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. 

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 

tindak pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana; 



g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 

dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam 

Hukum Acara Pidana. 

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB VII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 72 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16,  Pasal 22, Pasal 

25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,  Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, 

Pasal 41, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 

57, Pasal 62 dan  Pasal 63,Pasal 64 dan Pasal 66 dikenakan ancaman 

pidana kurungan paling `singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) 

hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 

paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). 

 

 

 

 

 

 



(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, pasal 

24, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 40 huruf a dan d, Pasal 42, Pasal 

43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, 

dan Pasal 65,  dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling 

singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari  atau denda 

paling sedikit Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan paling  banyak 

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19, Pasal 33, Pasal 47, dan Pasal 59 dikenakan ancaman dengan 

pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 

(tiga puluh) hari  atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). 

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

adalah pelanggaran. 

(5) Untuk Pelanggaran selain sebagaimana di maksud pada ayat  (1), (2) dan 

(3) dikenakan sanksi administrasi. 

Pasal 73 

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 huruf 

b dan huruf c, Pasal 51, dikenakan  hukuman  pidana  sesuai  dengan  

ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana 

kejahatan. 

Pasal 74 

Setiap petugas  yang tidak  menindaklanjuti  dan/atau memproses  secara 

hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 68 ayat 

(3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 75 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk hukum daerah 

yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

 

 



BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 76 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Singkawang. 

 

Ditetapkan di Singkawang 

pada tanggal 23 Maret 2016 

WALI KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

AWANG ISHAK 

 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal 23 Maret 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

SYECH BANDAR 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG 

TAHUN 2016 NOMOR 1  

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG, 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1/2016 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, 

ttd 

YASMALIZAR, S.H. 
Pembina Tk. I 

NIP. 19681016 199803 1 004 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG 

NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG 

KETERTIBAN UMUM 

 

I. UMUM 

Kota Singkawang merupakan Pemerintahan Kota yang memiliki 

berbagai aktifitas didalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka 

melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan 

dan/atau aktifitasnya perlu adanya upaya dalam meningkatkan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

Bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan 

nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana 

pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan 

tertib, teratur dan tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan 

dengan ketertiban umum. 

Pengaturan Hukum yang baik dalam ketertiban Umum adalah 

Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diarahkan guna pencapaian 

kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat 

sehingga diharapkan mempunyai posisi yang strategis dan penting untuk 

menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat agar terwujud tata 

kehidupan Kota Singkawang yang lebih aman dan nyaman. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

 



Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tempat yang telah ditentukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka 

pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari 

jalan yang telah tersedia. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasla 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasla 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

 



Huruf b 

Yang dimaksud dengan “badan jalan” meliputi jalur lalu lintas 

dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur 

pejalan kaki/trotoar. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 



Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Otoritas Veteriner” adalah kelembagaan 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab 

dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan 

hewan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 



Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Ayat (1) 

Huruf a 

Termasuk rumah, bangunan, gedung dan/atau sejenisnya 

adalah milik swasta maupun pemerintah termasuk juga 

TNI/POLRI. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 



Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Yang dimaksud dengan “dokumen kependudukan” adalah Kartu 

Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)  atau surat 

keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi WNA yang memiliki  Surat  

Izin  Tinggal Terbatas (KITAS). 

Pasal 49 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “persyaratan administrasi 

kependudukan” antara lain: 

a. memiliki identitas diri yang jelas; 

b. membawa surat pindah dari daerah asal; 

c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari 

daerah asal; 

d. mengurus administrasi kependudukan paling lambat 14 

(empat belas) hari setelah kedatangan; 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap bulan. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah setiap 3 (tiga) bulan. 

 



Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “ketangkasan” yaitu permainan yang 

bukan bersifat judi seperti bilyard, play station (PS), Fun 

Station, Dingdong, Warnet dan lain-lain. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 



Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 
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REKAP 

PENGADUAN 
PELANGGARAN K3 

(Ketentraman, Ketertiban & 

Keindahan) 



RE(APAN (EGIATAN PENGADUAN
SATUAN POIISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG

TAHUN 2022

SE(SI PENYIDI(AN OAN PENINDAXAN SATUAN POLISI PAMONG PRAIA. IKK NOMOR 1.e.1.

NO HARI/TANGGAL PELAPOR TINDA(AN PETAPOR ISI LAPORAN KETTRANGA.N

JUMLAH ORANG YANG

MENDAPATKAN I.AYANAN

(baik pelapor maupun

terlapor)

1 06 lanuary 2022 Chang Chung Hie

Langsung l\trelapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya truk penBangkut materlal yang

ngebut saat melewati lalan Bunfui yang

fienimbulkan debu

Petugas melakukan patroli dan

pengecekan di lokas; dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

1-

2 L4 January 2022 Hamdani {Pengurus KNPI)

Langsung Melapor ke

Satuan Pollsi Pamong
praja

Ada sekitar 6 orang warga Bunfui,

Sijangkung, Singkawang Selatan yang

memasanB tiang larangan lruk
bermuatan tanah galian C yang

melewat; Jalan Bunfui

Telah diberikan lindakan berupa

teguran dan pembinaan
7

3 L4 January 2022 Liu Chan Hiong

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Liu Suk Tjhin mengalami gangguan jiwa

menBamuk dan berpotensl

membahayakan keselamatan keluarga

yang berada dl dalam rumah dan

masvaaakat sekitar

Petugas menindaklanjuti dan

menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial

dan mengantar ke RSJ PROV

2

4 19 January 2022 Liu Djan Khiong

LanBsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praia '

Adanya penutupan selasar oleh RM.

Aroma di Jalan Niaga No.167, Kel.

Melavu

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan
7

5 27 )anuary 2022 Budi Raharjo V'a AplikasiWhatsApp

Ada gerobak PKL yang sudah sekitar 1

bulan ditinggalkan oleh pemiliknya di

depan Toko Obat 1001 di Jalan Bawal,

Kel. Condong

Petugas melakukan patroli dan

pengecekan di lokasi dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

1

6 03 February 2022 Muhammad sukri Via AplikasiWhatsApp

Adanya gerobak PKL sekitar 4 unlt

ditempatkan di fasu,, oieh pem;liknya

di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Roban

Petugas melakukan patroli dan

pengecekan di lokasi dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinrs

terkait

1

-1 L4 February 2022 Bong Siat Tjhin Via AplikasiWhatsApp

Adanya PKL yang menempatkan meja

untuk berjualan nenas dan bengkoanB

yang mengakibatkan pemilik loko
Emas lndrh terganggu dan dirugikan

karena pelanggan sulit untuk melihat
tokonya

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pemb;naan
2

8 03 March 2022 Yatiman

langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pafiong

Praja

Aduan war8a yang saldaranya
fiengalami gangguanjiwa a.n. M. Saleh

di Sedau, memohon untuk dapat

men8antarkan yanB bersangkutan ke

RS.J ProviDsi di Kel. Mayasopa

Petugas menindaklanjuti dan

menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial

dan flengantar ke RSj PROV

z

9 03 Mar.h 2022 Kelurahan Sungai Wie

LanBsung Melapor ke

S:tdan Polisi Pamong

Praja.

Adanya penimbunan tanah kuning yang

menyebabkan parit tidak berfungsi /
aliran iir tidek lancar di lalan Ratu

Sepudak, Kel. Sei Wie

Petugas melakukan patroli dan

pengecekan di ,okasi dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

1

10 14 Mar.h 1422 Hermonius Jerry, dkk

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya penambahan pondasi beton
yang mengakibatkan penyempitan

parit di RT.005 Kel. Pajintan

Petugas melakukan patroli dan

pengecekan di lokasi dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

1

11 15 March 2022 PKLJembatan PasarTuri Via Telepon

Adanya 1 PKL Pakaian yang masih

berjualan di jembatan pasar turi,

mohon untuk ditindak demi keadilan

sesama PKL yaog dulunya juga

berjualan di atas jembatan

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan
2

12 1B March 2022 .luari Susanto, S.H.

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja.,

Adonya ke8ralar pembanguran Iempat

tinggai di.lalan Pangeran Diponego.o

yang terindikasi belum memiliki izin

mendirikan bangunan

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan
2

13 22 Ma{ch 2A22 Budiarjo / Mela Muthia Sari

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praia...

Adanya gepeng / oDG.J yang tergeletak

di depan Toko Bordir Tasik di Jalan

Nusantara, Kel- Condong

Petugas menindaklanjuti dan

menyerahkan ODG] ke Dinas Sosial

dan mengantar ke RsJ PROV

2

74 22 March 2022 Pui Kim Sin

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praia

Gepeng yanB masih tidur di lapak

depan ruko miliknya

Petugas menindaklanjuti dan

menyerahkan gepeng ke Dinas

Sosial

2

15 24 Mat.h 2022 Kamal, S.Ag.

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Siswa yang masih mengenakan

seragam sekolah berkumpul di Waruog

Kopi Aki di depan Pondok Pesantren

ushuluddin sambil merokok, pelapor

memohon kepada pemilik warkop
uDluk menBh,mbau siswa re.sebut aSar

tidak merokok

Telah diberikan tindakan be.upa

teguran dan pembinaan
5

16 25 March 2022 HeriMulyanto
Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya 2 unit gerobak PKL yang

ditin8galkan oleh pemiliknya di lokasi

rencana Taman di sekitar turap Pasar

Beringin Jalan GM. Situt, Kel. pasiran

Petugas melakukan patroii dan

pengecekan di lokasl dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

r

17 25 March 2022 Lanus

!angsung Melapor ke

Satuan Pollsi Pamong

Praja

Adanya pedagang kelapa muda yang

berjualan di atas parit dan bahu jalan di

Jalan Tani, Kel. Pasiran

Telah diberikan tindakan be.upa

teguran dan pembinaan
1

K

s



NO HARI,fuANGGAL PELAPOR TINDA(AN PETAPOR ISI I"APORAN (ETERANGAN

IUMLAH ORANG YANG

MENDAPATI(AN LAYANAN

{baik pelapor maupun

terlapor)

18 04 Aptil 2022 Pui Kim Sin

langsung l\delapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Keberadaan eks lapak PKL milik

Disperindagkop & UKM yang sudah

tidak berfungsi di Jalan Kurau menuj!
ke Terminal Bengkayang

Peiugas melakukan patroli dan

pengecekan di lokasi difiaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

3-

19 05 April2022 Rasiwao, S-l-P.

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Prajj

Terdapat bangunan yang dlbangun di

atas ruang milikjalan berlokasi di lalan

Gunung Kerinci, (el. Pasiran yang

diduga seb.gai tempat pencucian

kandaraan roda dua

Petugas melakukan patroli dan

pengecekan d, lokasi dimaksud dan

sege.a berkooadinasi dengan dinas

terkait

2

20 t2 Aptil2027
Nazaruddin iDIS5OSPPPA Kota

singkawang)

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya ODGJ yang mengamuk dan

meresahkan warga sekitar a.n. Abdul

Muksin atas laporan ke,uarga, diminta

agar segera menjemput ODGI tersebut
di.lalan Dr. Soetomo, Kel. Pasi13n dan

meagantarnya ke RSI Provinsi

Petugas menindaklanjuti dan

menyerahkan ODGI ke Dinas Sosial

dan mengantar ke RSI PROV

2

21 20 April 2022 Regu 4 SATPOL PP

Lan8sung lrelapor ke

Satuan Polisi Pamong

Prala

PKL di lalan H. Ll. gawadj, Kel. Condong

yang membangun lapak lualan di atas

Parit

Telah dibe.ikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan

22 22 Apri|202L Lai Tjhau Hau

Langsung Melapo. ke

Satuan Polisi Pamong

Praia

ODGJ yang membuat tidak nyaman di

depan Konte. Duta cell RT.01 Rw- 03,

Kei- Sedau dan lingkungan sekitar

Pelugas menindaklanjuti dan

menyerahkan oDGl ke Dinas Sosial

dan men8antar ke RSJ PROV

2

23 Og May 2022 liu Chan Hiong

LangsunB Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

ODGI yang merupakan saudara

kandung dari pelapor, mengamuk dan

berpotensi membahayakan lingkungan

sek;tar

Petugas menindaklanjuti dan

menyerahkan ODGI ke Dinas Sosial

dan mengantar ke RSJ PROV

2

24 1.1May 2022 Irianto Layanda

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya timbunan bonSkahan batu

besar (bahan materlali yang diletakkan

di bahu / badan.lalan AlianyanB, Kel.

Pasiran samping RM.66

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan
2

19 May 2022 Huraini

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

PGja

ODGJ yang meresahkan masyarakat

a.n. lJyas Astra (usuma di lalan

Veteran, Ke1. Roban dilengkapi dengan

senjata tajam

Pelugas menindaklanluti dan

menyerahkan ODGI ke Dinas Sosial

dan mengantar ke RSJ PROV

2

26 02 June 2022 Heri Sutrisno

Langsung Melapor ke

Satuan Poiisi PamonB

Praia

A&nya PKL di lalan D.. Soetamo, Kel.

Pasiran yang berjualan di atas parit,

sebanvak 7 unit Eerobak

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan
8

27 03 June 2022
Bapenda Prov. Kalbar UPT PPD

Wilayah Kota Singkawang
Via Surat Masuk

Melaporkan d?ta tunSgakan

pembayaran pajak yang dilakukan oleh

wajib pajak atas kendaraan bermotor
roda 4 meaeka

Petugas melakukan patroli dan

pengecekan di Iokasi dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

323

28 06 lune 2022 Yatiman

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya ODG] di Kel. Sedau a.n. lto (33

lahun) dengan alamat Kecamatan

Mandor Kabupaten Landak dan a.n.

Saleh {33 Tahun) dengan alamat lalan

Sedau RT.044/RW.007, Kel. Sedau

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja

menjemput dan membawa ODGJ

tersebut ke Rumah Sakit liwa
Provinsi di Kel- Mayasopa Kec.

Singkawang Timur

3

29 08 June 2022 Roni Eduar Santoso

Langsung Meiapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Terdapat sekitar 40 (empat puluh) PKL

bermotor yang beradz di sekitar pantai

yang menganggu kenyamanan

pengunjung di tempat wisata Palm

Beach lalan Raya Pasir Panjang, (el.

Sedau

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan
4!

30 14 lune 7022 Har.y Hernandy, S.E.

Langsung Meiapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Pemilik ruko pakaian MeBa Trend, lalan
Kalimantan, Kel. Condone telah

menambah bagunan ruko untuk
menampilkan barang dagangannya

sehingga menutup pandangan ruko

tetanqqa

Telah diberikan tindakan berupa

teguaan dan pembinaan
2

31 21 ]une 2422. Rasiwan, S.l.P.

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya Berobak P(L di Jalan Selamat

Karman, Kel. Melayu sebanyak 4

iempat) unit yang ditinggalkan oleh

Demiliknva

Petugas melakukan patroll dan

pengecekan di lokasi dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

1

24 June 2022 Budiyantoro

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya pelaku usaha lok yang

bangunan untuk usahanya berada di

badan jalan yang didoga tanah tersebut

milik aset daerah Kota Singkawang

yang berlokasi di Jalan sudirman

{Persimpangan Pos Polisi) Kel. Robao

Telah diberikan tindakan berupa

teguaan dan pembinaan
2

27 )une 2022 luari Susanto, S.H.

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong
praja

Adanya gerobak dan lapak PKL yang

ditinggalkan di bahu jalan dan selasar

toko

Fetugas melakukan patroii dan

pengecekan di iokasi dimaks0d dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

1

34 30 June 2022 Djiu Fuk

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya ODGI a.n. Hery meresahkan

dan berpotensi membahayakan

keseiamatan masyarakat sekitar rumah

Petugas menindaklanjuti dan

menyerahkan oDGJ ke Dinas sosial

dan mengantar ke RSJ PROV

2

35 05 )uly 2022 (uen- s.H

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Ditemukan Permainan Ketangkasan

Lucky 16 di 7 titik terindikasi
melakukan praktek perjudian

Petuga5 melakukan patroli dan

pengecekan di iokasi dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

ffi

&

2

8



NO HARI/TANCGAL PELAPOR TINDAI(AN PELAPOR ISI LAPORAN (ETERANGAN

JUMLAH ORANG YANG

MENDAPATKAN LAYANAN

(baik pelapor maupun
terlapor)

36 OE luly 2022 Budiyantoro
Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Paeong

Praja

Bahwa adanya PKL yang men8gelar

dagangan rren8gunakan fasum di bahu

lalan Alianyang, Kel. Pasiran

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan
2

11 )o!y 2022 Bong Li Lie

Langsung Melapor ke

Satuafi Polisl Pamong

Praja

melaporkan saudaranya a.n. Min Min
yanE nrengalani gangguan jiwa yang

telah meresahkan tetangga sekitar

Petugas Satuan Polasi Pamong praja

mengantar oDGl teasebut ke RsJ

Provinsi

2

12 )uly 2027 Hendriadi, S.l.P.

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Eahwa ada pedagang yanB menjua{

ayunan kain menggunakan mobil di
bahu jalan di lalan Ahmad Yanl {Depan

SPBU) Kel. Pasiran

Telah diberikan t;ndakan berupa

teguran dan pembinaan

39 27 July 202) Nursolihin

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya tambahan bangunan yang

menutup selasar ruko di lalan Pemuda,

Kel. condong

Petugas melakukan patroli dan

pengecekan di lokasi dimaksud dan

5egera berkoordinasi dengan dinas

terkait

2

40 75 )uly 2022 Hendy Andrian

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya ODGJ yang menganggu

ketertibnn sekitar Mesjid Raya

Singkawang, Kel Melayu

Petugas menindak anjutl dan

menyerahkan ODGJ ke Dinas Sosial

dan mengantar ke RSI PROV

2

41 25 July 2022 Eka candra
Lan8sung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Toko Kaca Asahi yang meletakkan sisa

material potonBan kaca di badan jalan

yang dapat membahayakan pengguna

iaian

Telah diberikan tindakan be.upa

teguaan dan pembinaan
2

42 28 July 2A77 Astri Heriyani

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

1. Toko Furniture mernenuhi selasar

toko hampirke bahu jalan dilalan GM.

Situt, Kel. Pasiran

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pemb;naan
2

2- Warung Kopi menutup selasar

menggunakan triplek di lalan Pemuda,

Kel. Condong

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan
I

43 05 August 2022 Drs. H. Sumastro, M.Si Via Aplikasi Whats,App

Adanya baliho yang dipasang di tempat
ibadah yaitu Vihara Tri Dharfia Bumi

Raya lalan Niaga, Kel. Melayu

Petugas melakukan patroli dan

pengecekan di lokasi dimaksud dan

segera mengamankan /
menertiirkan ke Kantor Satuan Polisi

Pamong Praia

2

44 09 August 2022 Yulianto

LanBsunB Me,apor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya Oknum Satpol PP melakukan

tindakan menyalahgunakan

kewenangan (lbus" ofPower )

Petugas melakukan pengecekan

dan menelusuri oknum Pol PP

dimaksud

2

45 10 August 2022 Hartadi, S.H.

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja l

Adanya seorang anak yaog diduga

sebagai PMKS / menggelandang dan

tidur di belakang ruko di tepi ialan

Diamankan / ditertibkan ke Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja dan

dianta,kan ke rumahnva

2

46 18 August 2022 lwan Kurniawan, S.lP-

LanSsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya PKL di depan Surau Darul

Mustaqin lalan Pefiuda, Kel. Condong

"lelah diberikan tindakan berupa

tes!ran dan pembinaan
1

41 11 October 2022 Liu Djan Kh;ong

Langsung Melapor ke

Satuan Po,isi Pamong

Praja

RM. Aroma Jalan Niaga No. 167, Kel.

Melayu m€letakken meja kompor di
selasar toko dan pada waktu memasak,

minyaknya menyebabkan toko di

sebelah menjadi kotor

Telah diberikan tindakan berupa

teguaan dan pembinaan
2

48 14 Octobet 2A22 Budiman

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamone

Praja

Adanya gerobak yang berada di depao

tikungan taman burung, setelah

berjualan barang dagangan masih

tersimpan di tempat tersebut

Telah diberikan t;ndakan berupa

teguran dan pembinaan
1

49 2l Octobe. 2022 Ha,ruddin

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

ODGI a n Melianti bFralamet.li

Komplek Pasar Alianyang, Kel. laqa
meresahkan keluarga dan tetangga

sekitarnya

Petugas meniodaklanjuti dan

menverahkan ODGJ ke Dinas Sosial

dan BenEantar ke RSJ PROV

3

50 )7 Octobet 2A22 Djong Suriyanto

Langsung Melapor ke

Satuan Poiisi Pamong

PGja

Pemilik Hotel Kyodai melaporkah

tentang kebisingan suara dari usaha di
sebelahnya (Summer Club) VanB

beroperasi daripukul 19:00 s.d 03:00

wib

Telah diberikan tindakan berupa

teguran dan pembinaan
2

51 02 November 2022 Nuri Dicky Fahrizal

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi Pamong

Pra)a

Pemilik PKL Aneka Minuman
melaporkan adanya oknum Pol PP

merusak banner yang terpasang pada

gerobaknya dan mengambil terpal
penutup gerobak uk.6 meter persegi

yang berada di lalan Pemuda, Kel.

Condong (depan Ex Kantor

Perpustakaan)- Kejadian diperkirakan
sekitar tanggal 14 Oktober 2022

{banner dikoyak) dan 1 November 2022
(te.pal diambil)

Telah diberikan tindakan berupa

pengecekan tempat k€jadian dan

menelusuri oknum Pol PP dimaksud

3

**

2



52 02 Novembe.2022 Kuswara, S.E.

Langsung Melapor ke

saluan Polis, Pamong

Praja

Ditemukan pengemis berkoslum badut

di pinggir persimpangan lalan Yos

Sudarso - Jalan AlianyanB, Kei. N4elayu

dan Jalan Veteran'Jalan Jenderal

sudirman, Kel. Roban

Petugas meJakukan patroli dan

pengecekan dl lokasi dimaksud dan

rcatrd lricrdKuadr pdrcr (oo,r

kepada pengemis dimaksud

3

53 07 December 2022 Hamdi

Langsung Meiapor ke

Satuan Polisi Pamong

Praja

Adanya pemasangan Reklame/Banner

di bahu jalan Persimpangan lalan Yos

Sudarso Jalan Alanyang, atau

sekitaran pagar Rumah Melayu Balai

Serumpun

Petugas filelakukan patroli dan

pengecekan di iokasr cjrmaksud cjan

segera berkoordinasi dengan dinas

terl,.ait

3

54 07 December 2022
DISPERINDAGKOP UKiM Kota

Singkawang
Via Surat Masuk

Adanya giat Sidak Bahan Pokok

menyambut Natal 2022 dan Tahun

Baru 2023 ke beberapa gudang

penylmpanan di $,ilay3h Kot:
Sinekawans

Dor"orc mol)rirL,^ ^r'.^l' /?n

pengecekan di lokasi dimaksud dan

segera berkoordinasi dengan dinas

terkait

I

55 08 December 2022 Drs. Nur Sahid M-Si Via ,AplikasiWhatsApp

Aaiailya Baiiho yarr8 dipaJang

masyarakat Kecamatan Singkawang

Timur atas permasalahan

pembangunan Gerbang Timur Kota

Singkawang

Peiugas rlelai(ukaJr pat,oi, dail
pengecekan di lokasi dimaksud dan

segera melakukan peneft iban

bersama pihak kecamatan dan

kelurahan setempat

56 15 December 2022 ASung Ananta Prabowo

Langsung Melapor ke

Satuan Polisi PamonB

Prala

Adanya pondok liar di sekitar TPS ialan
Sama Sama, Kel. Pasiran

Petugas telah memberikan tindakan
berupa teguran dan pcmbinaan

kepada PN4KS tersebut
3

]UMLAH PENGADUAN 56

IUMLAH WARGA NEGARA YAN6 MEMPEROLEH LAYANAN 497

Konsep/Definisi l\,ilengLrkur capaian kinerja penyediaan dan rehabjlilasi rumah layak

bencana kabupaten/kota

huni bagi korban

Rumus Irnloh penqaduat )-a\q ditnnqani 
x l}Oo/o

lrnlil pt nqddnn prktatsd tn \ilnq ,ndri

56

Keterangan Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya

yang memiliki sifat atau benuJuan unluk melemahkan atau menghalangi teMujudnya kondisj

tertib dan tenleram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau

peraluTan kepala daerah

n;h,,Lli!rn da6drn d^k,,man nand,,!,'nd ra'!aB

PAIilONG PRAJA
SATUAI{ POLI

PoIsi Pamong Praja

1 no1
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KEJADIAN 

KEBAKARAN 



REKAPAN KEJADIAN KEBAKARAN DI KOTA SINGKAWANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BULAN JANUARI S/D DESEMBER2022

NO HARI/TANNGAL KEJADIAN KEBAKARAN
JUMLAH PERSONIL

{Penonil BPXS}
RESPON TIME {Menit}

JUMUH ORANG YANG

MENDAPATKAN IAYANAN

KORSAN

1 Rabu,09 Februari 2022 JI.Sama-sama Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat 254 10

2

7 Rabu, 09 Februari 2023 Jl.Sejahtera Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat 17Q 13

3 lumat,04 Matel2022 Jl.Saga Tani Rt.04 Rw.01 Singkawang Selatan L70 13

7

4 Sabtu,05 Maret 2022
il.Bhineka Bhakti Gg.Kko No.85 Rt.02 Rw.01

Singkawang Selatan
180 1.3

5 Kamis, 10 Marel2022
Jl.Kridasana gg.Makasar (el.Pasiran

Kec.Singkawang Barat
250 10

6 Jumat, 18 Maret 2022
ll.Baru Dusun Norio No.190 Rt.03 Rw.02

Kel.Sedau Kec Singkawang Selatan
130 1,4

7 Sabtu, 19 Maret 2022
JL.Tanjung Bajau No.164 Rt.65 Rw.10 Kel.Sedau

Kec.Singkawan g Selatan
150 14

8 Minggu, 20 Marel2022
.ll.Demang Akub Kel Setapuk Besar Hulu

Kec.Singkawang Utara
200 10

9 Rabu, 23 Maret 2022
Jl.Tani Gg.Nusa lndah NO.88 Rt.15 Rw.39

Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat
170

10 Sabtu,23 April7022 Jl.Tri sula Kel.Bukit Batu Kec.Singkawang utara 250 L3 1,

IL Kamis, 26 Mei 2A22 Bundaran Ai Kel.Sedau Kec.Singkawang Tengah 180 10 1

t2 Selasa, 14 Juni 2022 Jl.Kridasana Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat 250 10

2

13 Selasa, 14luni 2022
Jl.Lebah Murai No.18 rt.13 Rw.03 Kel.Condong

kec. Singkawang Tengah
250 10

14 Minggu, 10 Juli 2022
Jl.Pelita Gg.Lebah I No.49 Rt.027 Rw.11

Kel.Pasiran Singkawang Barat
251, 10

2

15 Senin,25 luli 2022
Jl.Demang Akub BTN Griya Permata No.D-O2

Singkawang Utara
251 15

16 Rabu,03 Agustus 2022 Jl.Awang Djuta Rt.026 Rw.13 SingkawanB Utara 251 15 1

17 Kamis 29 September 2022
Jl.Alianyang Makodim 1202 Kel.Pasiran

Singkawang Barat
251 1,2 1

18 Kamis, 24 November 2022 Jl.Bhineka Bahakti Rt.04 Rw.01 200 I

19 Jumat, 09 Desember 2022
Jl.Kalimantan Kel.Condong Kec.Singkawang

Tengah
150 13

2A lumat, 30 Desember 2022
.Jl.Raya Lirang Kel.Sedau Kec.Singkawang

Selatan
ua 10

21 sabtu, 31 Desember 2022
Jl.Bambang lsmoyo Rt.06 Rw.02 Kel Kampung

lawa Kec.Singkawang Tengah
180 10

]UN/I AH KEIADIAN KEBAKARAN BANGUNAN 21,

Rata Rata Respon Time (dalam satuan menit) 11,95

IUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN ZL

Sumber Data ; BPKS SWASTA dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

Kepala Bidang Pemadam

PRAJA

-

Singkawang, Februari 22

Satuan Polisi Pamong Praja

PAMONG
1 001

NIP.

Tk. r

200502 1 0a4
I



 

 

 

 

 

 

 

DATA 

PENDUDUK 



KODE NAMA WILAYAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

61.72 KOTA SINGKAWANG 122,863           117,464            240,327                 

61.72.01 SINGKAWANG TENGAH 36,455             35,852               72,307                   
61.72.01.1001 ROBAN 17,041             16,523               33,564                   

61.72.01.1002 CONDONG 4,966                4,890                 9,856                     

61.72.01.1003 SEKIP LAMA 4,869                4,923                 9,792                     

61.72.01.1004 JAWA 2,193                2,292                 4,485                     

61.72.01.1005 BUKIT BATU 3,796                3,720                 7,516                     

61.72.01.1006 SUNGAI WIE 3,590                3,504                 7,094                     

61.72.02 SINGKAWANG BARAT 27,275             26,309               53,584                   

61.72.02.1001 PASIRAN 16,897             16,190               33,087                   

61.72.02.1002 MELAYU 5,085                5,003                 10,088                   

61.72.02.1003 TENGAH 972                   936                    1,908                     

61.72.02.1004 KUALA 4,321                4,180                 8,501                     

61.72.03 SINGKAWANG TIMUR 12,727             11,591               24,318                   

61.72.03.1001 PAJINTAN 4,425                4,056                 8,481                     

61.72.03.1002 NYARUMKOP 2,190                1,929                 4,119                     

61.72.03.1003 MAYA SOPA 2,849                2,652                 5,501                     

61.72.03.1004 BAGAK SAHWA 1,478                1,365                 2,843                     

61.72.03.1005 SANGGAU KULOR 1,785                1,589                 3,374                     

61.72.04 SINGKAWANG UTARA 17,023             16,584               33,607                   

61.72.04.1001 SUNGAI GARAM HILIR 3,031                3,013                 6,044                     

61.72.04.1002 NARAM 1,826                1,821                 3,647                     

61.72.04.1003 SUNGAI BULAN 2,026                2,031                 4,057                     

61.72.04.1004 SUNGAI RASAU 1,561                1,528                 3,089                     

61.72.04.1005 SETAPUK KECIL 1,858                1,762                 3,620                     

61.72.04.1006 SETAPUK BESAR 4,206                4,014                 8,220                     

61.72.04.1007 SEMELAGI KECIL 2,515                2,415                 4,930                     

61.72.05 SINGKAWANG SELATAN 29,383             27,128               56,511                   

61.72.05.1001 SEDAU 18,838             17,450               36,288                   

61.72.05.1002 SAGATANI 1,888                1,724                 3,612                     

61.72.05.1003 SIJANGKUNG 6,177                5,551                 11,728                   

61.72.05.1004 PANGMILANG 2,480                2,403                 4,883                     
Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II 2022

Pembina Utama Muda
NIP. 19630606 198603 1 030

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN
KOTA SINGKAWANG

   SINGKAWANG, 08 FEBRUARI 2023
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

BOSNI, S.Sos



 

 

 

 

 

 

 

DATA 

LINMAS 



DATA LINMAS BERUPA PAMSUNG IKK NOMOR 1.e.1

s"AM-4 NIK TE]UPAT LAITIR TANGGAL LAIIIR PEI(ERJAAN ALA}IA'I KTP

l JAL]HARUL MUI{LISIN 6r 7?0 r 2003e00001 SINGKAWAN6 20108 | 1990 S\ivASTA Jl Pramuka Rr 01

2 RIKO 6172043005850001 SETAPUK KECIL 30l0sl 198s SWASTA Jl. Pranuka Rt 0l
3 SLJRYADI 6t 7201 1409900003 SINGKAWANG 141091 19s0 SWASTA Jl. Pramuka Rt 01

4 MATRUII 6172010101970004 SINGKAWANG 011011 1997 SWAS'TA JI Prarnuka RI 02

) HERMAS\YAH 6l 720 I 2809940002 SINGKAW,AN6 281091\994 SWASTA .Il Pramuka Rt il2

6 ACI]I,TAD SHOLEH 6172A10212940006 SINGKAWANG 0211211994 SWASTA Jl PmmukeRt02
,7

NTIUHLISIN AN\\'AR 6r 72012205860001 SINGKAWANG 22 l05l 1986 SWAS'TA Jl Pmnuka Rt 02

8 MUHAMMAD IHSA}J 61021 8290S89000 I SUNGAI BAKAU KECIL 29 l08l 1989 SWASTA Jl. Pramuka Rt 02

9 BL;RHANI 61 7201 09r 1 700001 SINGKAWANG 0el 1111970 SWASTA ll PadatKaryaRt08

t0 }iENDRA JI.JLIAN 61 72012007850001 SINGKAWANG 2010711985 SWASTA Jl. Padat Ka.rn Rr 08

11 WARIYANTO 61720i 1 I 07920005 lAINAM 071 1111992 SWASI'A Ji Trisula Rt 03

L2 ABDI]L MLIIN 6112012.102720003 SINGKAWANG 2210211s72 SWASI'A Jl TrisxlaRt03

13 I}ADRIANI 6r 7201 260.1640004 SINGKAWANG 26 I 041 1964 SW.dSTr\ Jl Trisula Rt 03

14 PONER-{N 617201 r 106650002 SINGX-{WANG 111061196s SWASTA 11 Maknur R'L 23

15 ST]PR]ANTO 6 I 7201 21O7740001 SINGKAWANG 231D7119 /4 SWASTA Ji. Vurni Rt 0.1

t6 Ar\iDI M{ IZAKKAR 6I?201 t706580003 ]AMBI 171061 19s8 SWASTA Jl. IrisulaRt05
l7 \-I'DA OKTORIN 617201 101 0990008 MONTERADO 10 I 10l 1e99 SWAS'tA Jl Trisula Rt 0?

18 AGUS 6172010808730007 SINGKAWANG 08 I08 | 1e73 SWASTA Jl. Trisula Rt 07

ts RUSTAiVII 61 7201 01 0-1660r)01 SINGKAWANG 01 I 041 1966 SlVASTA Jl Trlsula Rt 08

2A ST]H,{I\iI 6t 01 1 2i 902690002 SINGKAWAN6 1e | 021 1969 SWASTA Jl. Trisula Rt 08

21 Rudi 6172041008880004 SETAPUK BESAR 10l08l 1988 SWASTA JJ. Padal Karya Rt.09 Bukit Batu

22 ]UMADI 6i 72010701730001 SINGKAWANG 0710111973 S\VASIA Jl Prmuka Go Permai No 25

23 ASMADI 61720t r909740001 SING(AWANG 1e l0el 1974 SW.dSTA Jl PadatKaNaRt09

24 SI]]]HAN 61 720t 071 2790001 SINGKAWANG 07 17211979 SWASTA Jl. Trisula Rt I 0

25 wrlt.INrro 61 72010606570002 SlNGKAWANG 06l06l19s7 PENSILiNAN- PNS Jl. Satr;a Gg Sagl

26 DERY SIIIIA}iDINI 6r 7202r04760003 SINGKAWANG 1310411976 SWASTA Jl. l'.isula Rt I I
2'7 ROBIN 6i 72010712800003 SB, DANAU 071 12 I 1980 SWASTA Jl. Tnsula Rt 1 I

28 IN1R4.N 61 7:01 0906840003 SINGKAWANG 09 {06 | 1984 SWASTA il. Trisula Rt 12

29 }{tSBUt,l-AH 6t 7201 1009690002 SINGKAWANG 10109 I 1e6e SWASTA ,1. Trisula tu 12

30 SL]BROTO 6172011504610001 SLNGKAW^NG t54l96i SWASTA II,,I'RAN,ruKA NO 1O RT OO1,RW OO]

31 ROKI PRIONO 61 1:092308650005 STNGI'AWANC 23 08 t985 SWASTA JL \GTERAN RT 02I RWOO5

32 ENDANG K 6l 72014311780002 SINGKAWANG 0311111978 SWASTA ,1, PRAMUKA CG KAPIMA NO 49

33 SL]HARTO 6172050411690002 SEMPADIAN 411 1969 PENSITINAN PNS JL PRAX,IUX-{ BTN ISABELA

l4 SY RIJDI IIAMSAH 5112012310820005 GANG I,IMI]LTNG 23 t0 1982 SWASTA JL PRAMLIXA BTN ISABELA

35 M.SY.NIINTARJA 511 241 740477 000\ SlNGKAWANG 24 01 197',7 SWASl'A JI- I-IANSIP

36 H[NDRIK KIJS]!{ADI 6172013103860003 SINGKAWANG 11 03 1986 S}VAS'1'A ]L.PRAMLTiA NO 27

17 MUNZILI 6107150204610001 SINGKAWAIG 02 04 1961 SWASTA JL BERINGI,V NO 5

l8 EKO PURWANTO 6172010604740002 I]AN1'UI, 06 04 t974 SWASTA JL,I.IA\S]P NO 25

39 R{]VILAN 6172011311860003 SINGKAWANG 28 9 197,5 SWASTA JL.PRAMLIKA]\O IO

40 SU}TERMAN 6172011808590001 SINGI(AWANC 3 J 1975 SWASTA ]L PRAI\'1UKA

41 NAWAB KHAN 617201 131186000r SINGKAlVANG 13i1111e86 SWASTA IL, PRAMUKA

42 AGLI{GS[]tsEKTI ATMAJA 6172011406980004 SINGTAWANG 1661998 SWASTA JL PRANIUKA G(; AM A.T SAFTR

43 RA.N[,LN 6172012809750001 SINGKAU/ANG t4 tl t9{J7 S\,\ ASTA JL.PRAN{LI}iA C,G A},LA.I SAFIR

44 HARD]ANSYAH 6172013001830003 SEDAU 3010111983 SWASTA
JL. H, THALIB NO- 29

STIHENDRA. 6172012703760001 SINGKAWANG 2',7 3 19'76 SWASTA JL PRAMLXA NO ]7
46 lRMAN SYA}IPIJTRA 6172012701900001 SINCKAWANG 27 r t990 SWASIA ,L.PRAlvlLri(-A.

41 SUNARTI 6t720t4670670001 SINGKAWANG 061101 1967 SlVASTA
JL JENDERAL SUDIRMAN

48 RAWANTO 617201230364O002 SINGKAWANiG 233 1968 SWASTA ,L II THALIB GG (ARYABTL,\IiTI

49 REX\.T\KBAR B 6172011404930003 SINGKAWANG 14 4 i993 SWASTA JL. H TIIALIB GG KARYA BTIA}i'II
50 TAUFIQUR RAHMAN 6172012i06990003 SINCKAWANG 2310611999 SWASTA

JL H THAI,IB

51 MASHT'D 6172011904700001 SINGKAWANC L9 4 t9'10 SWASTA JL H, THAI-Its NO 02

NUR}I{DI 5172011012560001 SINGKA\\'ANG 10 i0 1956 PENSILINAN PNS ]I- H. TTLALIB GG KARYA BI.IAKTI NO ]4
53 AGUS PARMANA 6172011108810004 SI\GKAWANG Ir 8 1981 SWASTA JL JEND.ST,IDIRMAN NO 29

54 HERIANSYAH 6172011111780003 SiNGKAWANG lt II t978 SWASTA JL. H, l'HALlB NO 1I

55 CHANDRA 6172072912860{\01 SINGKAIVANG 29112119A6 SWASTA
JL JEND SUDIRMAN G6 RDKS I NO 19

56 TAN A\DY S 6172010508780001 SINGKAWANC 5 8 1975 SWASTA ]L JI-ND.SUI)IRM,L\ CC RDKS 1 NO 32

57 SARWANI'O 6L72010902760003 SINGKAWANG 9 r )9'76 SWASTA JL.JEND SIJDIRI\,IAN GG RDKS I NO,Il
5n IIEf,IILANSYAI{ 67720r270a760002 TEMLT 21 A 1976 SWASTA JL,SUIIADA

DAESONO 6172011102730001 S]NGKAWANG 11 2 1973 S\YASTA JL LF,NfBAH MI IRAI

60 ADR]ANSYAH 61.721'1O|09A20OO1 SINGKAWANG 011091 1eB2 SWASTA
JI, SIJI.IADA

61 CANDRA TRTYADl 61720 t"2507a100D2 SINCKA\\iANC 167t98t 5\\'ASTA JI,,SUHADA

62 JI]LIANTO 677 20121 07 7 

'0006
SINGICA.WAN'G 2"1',1 L915 SWASTA Jt- ST]HADANO 7I]

63 STIIITAD1 6172012505710005 SE\IELAGT 2.5 5 19',71 SWASTA JL JEND SLDIRM,{N

RAMLI 61 720121037t0000 SINGKA\UANG 21 3 t9',72 SWASTA JL,TANI

65 INDRA RUSYANTO 6172010302870A04. SINGKAWANG 0310211987 SWASTA
JL, M, SUNI NO.44

45

52

59



66 s,{r-r\1 6172011708690003 I,IEDAN r7 08 1969 SWASTA IL TFND S{iDlRNlAr-

67 AI.VANDR] 617201 1302020002 SINGKAWANG MAHAS]SWA ,II- HI] BAWADI NO ]O

68 SI JGI'I'O 6 I 0t 052.101800003 SL\GK,\WANG :.1 r 1 980 SWAS'IA ]L NUSANTALA DAI,AIV{

69 ANON 6r 720 I l0t 06?000: BARI] \lONIOL 20 10 t967 SWASTA ]L,SUHAD,{

70 ZUI,FII{AR 6172011004760003 SULAWESI t0 4 t976 SWASTA II PRAIvI{]KA

7l AzuS 6172012609930001 SX\GKAWANG 26 9 1991 SWASTA .'l_ PRA]VIU]aA

72 ASMADI 61720111USqOOO1 SINGKAwAtiG ti 4 1959 SWASTA JL.PRA]\,IUKA

'73 fIADTWINAl'A SINGKA\YANG 26 5 1918 swAS'r.A.

74 BONG BLII KHIONG 6l 720::60.161 0001 SlNGKAWANC 26 ,t 196l SWASTA ]L SETIABUDINOl16

75 611 2010272670001 SINGKAWAI\G 2 12. 196i SWASTA .iL utrDl UTOMO NO 95

76 []I]NG SUI LO 6172012512900003 SINGKAI*ANG 21 t2 t990 SWASTA JI,BAWAL NO IO

'7',7 6r 7201 200868000? SINGKAWANG :0 8 1960 SWAS'TA JL.SIAGA NO 52

7a 61 7204260684000: SENTEBA]iG 36 6 r984 S1}'ASTA

79 I SA.\'B A,S 1i 12 1956 SWASTA

EO ANDI SINGKA\YANC l8 3 1978 SWASTA JL.HANSIP

81 }LANDIKA 677201120686co42 SINCKA\I'A"NG 126r986 SWASTA

a2 A\4AN HFRIYANTO 6172011004780004 St!\iCKAWA\G I 0 .1 t978 S\\"ASTA I], H THALIB

83 H. ARIK HADARI 8172011 287"1 SOOO6 SINGKi\W-tiG t2'/ 19',75 S\\ ASI'A JL H THALIB NO 72

84 ENDI 6172010S02780002 PONTIANAK oel02l 1978 S1VASTA JL KALIN'{,{.iI'I.N

85 6l 720 I 1505920006 SlNGKAWANG 25 5 1992 SWASTA ]I. KAI I\,'A\TAN GG IKTILAS

86 WAH\'I.] ALMUK\,!IN 677 2031206940002 ]VIAYASOPA 126 r94i SWASTA ]L K,{IlN{AN1AN

87 LEO \\'ALDI 61 7 201 1)08790007 I'ONTIA.\AK 12 8 1979 SWASIA JL,KAl,IMANTAN

88 BUI(HORI }lUSLlM 6172012308870001 SINGKAWANG 23 8 1987 S\\'ASTA ]L PRANITIKA

89 ANDRIE 5172010104410001 SlNGKA\VANG 1 r1 1981 SWASTA JI- PRAMUKA

90 SAITRI 6172010201750003 SARTLABA 2 I 1975 SWASTA JI-.PRAMUKA

91 TAIZAL ASIKIN 6172012807960001 SINGI'A.WANG 2871996 SWAS IA ]I- PRA\{I'K-{ NO i 8

92 ARI IERDINANSYAH 5172011502840002 SINGKA\YA,\iG 152 r984 SWASTA JL E-ANSI]'

93 RUDi SUTOMO 6172013008830002 S}NGKAWANG 30 8 1983 SWASTA It PRAMT]KA NO 03

94 SUI',{RNO 61 7201 2512710003 SINGKAW,!\G 25 DESENIBER ]97] \\.IRASWASTA JL, CEMPA(A RT.RW 013/OO5

95 RUSLT 6l 7301 i) r 07600006 SEDAU 01 JL{-t 1960 lVIRAS\1ASTA Jt-, BANIB,LNG TSMOYO GANG PUNCTIT AAAS

96 WANI 6r 710 I 0910590002 SINGIIAWANC 09 oKTOBER t9-s9 \\IR-{SWASTA JL ALIANYANC KOI4P[.EK P-{SAR 11,:{N RT,RW. 002/(x)l

9'l DARIoISII{NDAR 61071 50105750001 PIII-AU LEMUKLITAN 0t N,tEr 1975 WIRA.SWASTA JL BAMBANC ISMOYO RTIR\Y OO7/OO3

98 Ht]NDRI YADI 6r 720i051 1850002 SINGKAWANG 0,5 NOPIMBER I985 \VIR,\S\I.\SI A GANG TLTRI RT/RW. OO5/']O?

99 fuA-NI 6 I 720r 10097,1000 l JAW/U ] O SFPEMI]ER I974 \I'IRASWASTA G.INC TURI R't,/R1r. 005,/002

i00 KA]\'IARI iDDIN MANNING 61',/201 121 1'.700002 ]\,IAKASAR I2NOPEMBER I97O \\. IRAS\1 ASTA GA)iG TLIRI RTIRW. OO5iOO:

101 DON1RTMALLA 6i 720r 0707790006 SLi.iGKAWANG 05 JULI l 979 \YIRASWASTA GANG TLRIRTRW OO5/OO2

102 SttAlFL'I- ASYKAR 617201 l4t 1620002 SI}iGKAW,{NC I.1 NOPF.NIBFR ] 962 W-TRAS\\:ASTA JI BAN,IB,\\G ISMOYO RT/RW, OO{I/OO]

103 DEDIRISWARDI 61 7201 0212820002 SINGTiAWANC 02 DESEMBER 1982 MRASWAS'TA JL rLA.C,{NG G-ANG }VILLIIR NO. 1 i RT/RW. 01 O/0O4

104 MUHAMMA' ALi 6t72A1070?64{)0t)l IJi:NGKAYANG 07 FEBRUARI ] 964 \\TR,dSWASTA JL. ltlAWAR RT,/RW 017,006

105 EVAN ADIPATY 61710509r 1860008 SINGKA\VANC 09 NO\TEMBER ] 986 WlRAS\\JASTA Jl.. ilA\{BA\G lsl\,foYo No. 25A RT,RW 008/003

t06 MLIRNI 61720I0701 58000.i SINGKA\\JANG 0TJANIIARI i9i8 \I'IRASWASTA ]I BAN{BANG ISMOYO RT/RW, 006/00?

)07 ICHWAIUL ARIFIN 617201 0807870001 SI,\iGKAW,A\G 08 JI,LT i 987 \!.IRAS\I ASI'A JL BAI'BANG ISMOYO R]'iRW 006,T002

108 NTRTJL }IUDA 61 ?20105 il 870003 SiI.JGKA\!ANG 05 NOVENfBER 1 987 WTRASW,{STA JL B,L\4-BANCISN1OYO NO, IORTIRW OO8IOO3
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:o-r lreren 6 17201 0204630002 SIN6KAWANG 04-02-r963 wIRAS\I A.srA l:r vrrrn-,w
:or lurnlto"'.rro 61 7101 21 0671 U00? SII{GRAWANC 2t-06-1971 wiRAswASTA l,tr ve rrn tr'r
:os lsr.llrr 6r 7201 21 097qJ004 STNGKA\\ANG 21-09-1979 \\ rR-Asu AS rA lr rr rrn lr ro 'r
:oo lvrnrrr 6l 72012306760004 SL\GI(AWAbiG 23-06-l 976 \rrRASwAsrA lr wrenars
:0, lsao:eN 61 7201 01 0t 46000i YOCYAKAR]'A 0t-0t- I 946 PrNSIuNAN llr rrrrnw
268 ISUNARDI 61 7101 0203634_t00i BANI-I]L 03-.12-196-3 PENSII iNAN lr vsren-,tlu

loq lsLrKARDr 6l 7201 1512650001 SINGKAWANG I 5-12-1965 wrRAswASTi\ lr worosrnr
:ro lH.r.nr oHo 617201 0l 08730002 SARILABA 08-ot-1975 \\'rRA-swASTA lrr- woNosner

:rr lsusuuo ritT?01 r81080000r S]NGI|AWANG 18-10-19811 wrRAswASlA [tl trrcnen
::: lr,nr-r'o,.lo 6t 7201 1 604910005 SING(AWANC I 6-0.1-r 9q1 vTRASWASTA I.t rrran-a..r

2?l INUR rsNlArI PA rrMoA 617201 271 1600001 SD{GKAWANG 27-1 i -1990 WIRASWASl'A ll irruxaxcc. sexrr
::+ laqwrrunsnwa-.-or 6i 72012408710003 PON-IIANAK 24-08-t97i u IRAS\,\ \! r^ ll r rre n rx cu DJr \1 c\l
:rs 

I 
rRr -+nroro 6172011 101870001 SINGK.A.WANG It-0301987 wTRAswASTA ln snt uaHer'*rro. rr:



276 ST JI,I AR DI 6 I 7201 240866a]00,1 PONlN--Al! 24-08-1 966 WIRASWASl'A JI, JA]V]-BU NO.60

277 EDYNTL]TIANTA 6172010608650001 YOGYATT,q.RTA 06-081965 W]RASWAS'TA Jf. RAMBI]TAN NO 130

RAMUI,'ASNA SEPTIA 617201 t709960001 S}}i'GKAWANG I 7-09-1 995 ELAJARIMAI]ASIS\\ JL. RAMBUTAN NO. E4

2',79 NI JR 
'IIDAYAT

6l 7201 05t16700t)01 SELAXAT] 06-05,1970 SWASTA JL RAMBUTAN NO.96

280 jl,\IRUDll.i 6t 720r I 20874000r StNGKAW,d\C D8^12-1914 WIRASWAS'fA Jt.. RA\i_BUl,{ri NO 84

281 SEI'YO HADl 6t 7l0t t 6{J,r56ai00i
,IEMANGCIiNG

1 6-05-t 956 WlRASWAS:TA ]L. CENDANANO 64

282 STIRYADI 61 720I 220,185000.1 SING}I-A.WANG ?2-04- 1985 wlR,{SWASTA JL CENDANA1NO 54

283 R4!AN1 HARDI GALLL]H 617201 200478000r Sh\GKAW.dr\]G 21-0.1-1978 \4TIRAS$iASTA JI,. CEM?I'DAK INO.2I

18.1 DARUL YAKIN 7:ilt I 5240J7700C1 MELAYA 24-05 - t 9',7'.7 WIRASWAS-TA .lL CEn-DAl\iA NO 160

285 S.{HARI 61730I281:7t 0002 PA]]NTAN 28- l 2-197 I WIRASWASTA IL P UU \\T AI (,C BL1iIT BL]RI NU

286 GLiNAWAN 61 72012909720002 PA.]lNTAN 29-09-t972 WIRASWASTA ]LPAI]LA\\'A} ffi. BI]KI"I tsURL\C

287 ALIIR AI]\IAJA 617201 1702820001 STI.iGKA\YANC I7-02-1982 W]RASUIASTA JL KS TLTBUN

188 TAT,']iIK 61 7201 2209780001 SARI LABA 22-09-197a \YIR{S\VASTA JL KS TL]BLTN C'G, KA]\II

289 PARHADI 617V)tr',7 t27500{:)1 1'7 -12-t9',7 5 V!-IR{S\l'ASTA JL, KS TLBLN.]

290 AGTIS CASYADI 6 I 7l 0i09r)8E300 l: SINGLAW-ANG 08-09- I 981 SWASTA JL TIRTASAR]

291 YOCA]VIANTERA 6t7201051f8:0001 SINCKA\VAJ,JG l2-05-1982 WIRAS\\iASTA JT- SL'T BARITO C,'J, NI,{NGGA

292 YUPI]NDRA 61 72012009?8000r PON'IIANAK 20-09-1978 \IIRASW,{STA JL. CENDAT*A 3 NO. i3

?93 SURYA\1AN 6t 7201 191081004)2 SINCKAWANG 1 9-10-1 981 \11RAS11':\ST{ JL (S TUBLN (di DAI4-AI

294 MUI,ZAHIDII,I 6l 7202250991 000r SINGKAW,{NG 26-09-1991 TIDAK BEXI]R]A JI-, PENIB,d\GUNAI\

295 ILA.S GTJNAWAN 61 720t i009700001 SINGKAWANG 30-09-t 970 WIRA.SWASTA JL TIRIASARI

296 NTATINGWAR 6l 720 I 1 70.176000 I PAKUCOiG I 7,0.1-l 976 \} IRAS\\'ASTA Jt-- TIRTASARI

EKO SUSAN'IO 617201 1004830001 SI\IGKAWANG 04-10-1983 S\1'ASTA JI,, TIRIASARI

198 TUGIRAN 61 7201 20i0900002 SINGKAWANG 20-10-t 990 WIRASWASTA .tt_ KS I Iitllt\ (i{i KF\AN(}.4, No lal

299 MARGI 61 720I 071 06E0001 SEI AMBAIVANG 1 0,07-1 968 WIRA.S\-!'ASTA JI, VITERd\ G{J T-A]iSANOKA

300 SA\,1SUL 6l 7l0l 0i103850001 JAWAI 08-04-198i \\TTR.AS\\:ASTA JL VETER{N C,G TAKSANGKA

101 IBRAHIM DALq-AY 1375023 I 1 2800020 MATOh-DANG 3 l- I 2-t 9E0 \\iIR.{SWAST,{ JL \JETERANGG. SAKL]R NO ]

102 EDI PRABOWO 6i 1 105121?870001 PODORLTKLN- t2-12-1987 \1,1RAS\\'AS'IA ]L, \ETERANNO.54

303 .|.OMI SF,TAWA.\I 61 7201 10096r 0004 Sir\GIl{\\'.$lG 09-i0-1981 WTRA.SWAST,{ ]L KS TLBTI\ GG PI,TRNG NO. 8

304 TONI 61 7201 1 002800001 PEMANGKAT 02-r 0-r 980 \\,TRAS\\:AS iA JL. JEND SL,DIRMAN GC. BARU

.r05 I'JHTA DJIT TItlAM 61 7201 I r03720001 STNGK.AWANG 03-1 1 -19'72 WIR.AS!V-\ST-{ JL KS TT]BLTN

306 HADARI 6t 720t250?540001 SAN{BAS 25-0?-r98,1 WIRASWASTA JL KS TTiBf]I'i

307 U.Rt]DIA\SYAH 6,1 720201 057:0003 SINCKAWANG 05-01-i972 \vlRr\S$iASTA JL. GT]].IUN-_-.GROBAN

308 sAHtrDlli 6l 7:010810710001 SANCGAU LEDO l0-08-I971 \\,.iRASWASl A ]L 
'J{JNIAiG 

ROBAN

309 TEGUH wlJAYANIO 617201 1 605930001 SINGKAWANG 16,05-r993 :l IIAPTIfAUA(l<u JI, SEN1ANGLANO 1OI PERI,T]\,{NAS

310 Al.lAS lSNlrUl 6i 7201 270557000 r PONTLANAI( 27-05-1 957 WiRASIVASTA JL SEMANGKANO 103 PERUMNAS

lll ROY SANDI 61 7201 1 5i2970002 PUNCGUR r5-rl-1997 \\.IfuAS\\ ASTA JL SEP:\IiAT II

:112 RI'AN }L4.ND1}iA 6t 7201 r 408960C02 SI}iGIiAWANG r.1-08-1996 :I AIAP]IIiHA(IS\1 JL SIAGACG BERSAMA

lI3 RANGGA SAPUTRA 6I ?:0t I9 i I 95000 I STNGliAWANG l9-I I -I995 .LA]AR'\IAHASIS\1 N. ]FND ST]DlR!l-,\N

314 GUSKANDAR 61720r i 206630002 SlNGl(AW,{NG 06-12-i963 WIR.{SWASlA JL, JEND, SUDIR]VIAN

315 HUSL\ TLADRIN 6r 7201 05 I I ?20001 SINGIi4.WANG 1 i -05-1972 WIR{SWASTA JL. SIACA C'1.;. SEPAKA'T II

ll6 SLJRIDI 6l 0201 I i06890001 PASIR l 5-06-1 989 \\IA.A.SWASTA .IL SIAGAGC U-I'AiUANO, 1OO

317 FITRIYONO 6t7:0t 060E800001 SINCI{A\YANG 08-06-i980 WIRASWASTA JL. VEl'F:RAN

318 NASWARM,{N 6t 720t 121 0650002 BENGKAYANG l0-t 2-1 965 UTIR,{SWAS A JI- PAHI-,A\IA.N GG TELKOM NO 2

319 KWAN ST] BU}i 6t72011510620001 SINGKAWANG I 5-1 0-1 96? WIRASWAS'IA ]L KS TLIBI-]N

32t) SETYAwlR{DANI 6r 720t211070000t KEMRAYAN 23 -l 0-l9'70 \\.IR.ASWASTA JL. KS TLIBL]}I

321 JERRY STJSANTO 6t ?20t 021 0870002 SINGKAWANG 10-02-1987 WlRASWASTA JL, BUI'II TIGA

322 MISL1N 6t'72.At2101720001 SI}iGKAWANG 2t-04-t972 \VtR,{SWASTA ]L. PAHLAWAN GG T,IANGUN

323 HERY IIERN{ANSYAH 6 I 720t 201 2960004 SITi'iKAWANG 20- r 2-1 966 rT lrlDAiiEletclt JI, BIJKITTIGA

i24 HASAN 6l 7201 06 r 2690002 SINGKAWANG 12-06-1 969 WIRASWASTA J1,. BUK]T TIGA

il5 TLA.SAN 6r 72050501 9t000.1 PONTIANA}' 0t-05-1991 WIRASWASTA NfARI"L\BAN

326 SEHIT 61 72010307880001 SINCI'AWANC 07-03-I988 WTR{SWASTA JI PAHLAWAN

AF,{\DI 6 I 7201 2404960001 SINGKAWA!-'G 24-04-1996 MRASWAS]'A JI- GUDANGTA]VLANO 25

328 IMRAN 61 7201 i5l I 7:10001 SAiUBAS I5-1 1-1974 WIRASWASTA Jt,, PAHLA\YAN NO 53

329 STTPAR'I'ONO 61 7f01050465000r SINGKAWANG 04-05-1 96:. WIRASWAS'I'A JI, PAHI.,AWAI.i

330 NERI 61 7201 0709690002 STNGKAWANG 09-07-1 969 WTRASWASTA JL. PAIILA\YAN

331 U JOiIA.NSYAH 6l 7201 I 808?5000r PONTIANA}i I 8-080r 975 W]RASWASTA JL. TAMA

332 EDYKURNIAWAN I 606120E03740002 TUGU MIILYO 0l-08-1974 WIRAS\{itsTA JL PAHI,AWAN C,{] TANLA

i3:l ED] RACLANADA}i1 6t 71 010605870505 PONTIANAK 05-06-1987 PEDAGANG JI,, VETERAN GC. PASUNDAN

334 l\.{AIrHOTttr 6l 720102059000{15 SiNCiKAWANG 05-0.2-l 9s0 IA,TRASIVASI'A JL VElERrlN GG. PASUNDAN

135 APRIYONO 61?201 1.104790001 PONTLS.NAK I 4,O4-t q?9 WIRASWASTA ]L, VETERAN

336 HARTS PURN;IN{A 617?0t 2r I 0.140004 SI}iGKAWANG 2t-l 0-1984 WIRASWASTA IL VETERANNO, ]8

337 ENDANG ST,]-IRISNA 617:011506710001 SINGKAWANG li-06-1 97 I PETAM/?EKI'T]tJN Ji,, VETEll$*

AHIVlAD SIHAN'I'O 6l 7201:508750002 SIIIGKAWANG 2548-1 975 MRASWAS A JI, VETERAN

339 POMJAN 61 7201 1 908880001 SINGKAWANG 1 9-08-1 988
.I'IDAK 

BT]I(ERI.\ IL IETERA}i

J40 HABIBI 6 i720 I 0.tl 094u001 SINGKAWANG 1 0-0.1-1 994 WIR-{SWA,STA JL, WONOSARI

141 YUDI HERIYAIfI 6t ?201 0r 08780001 SINGKA\T ANG 08-01 -1978 WlRASWASTA iL PRAMUKA

f42 DENDI OKTARIJA 6l 7t010610850003 PONTIANAK t0-06-t 985 W1RAS$TASI'A II- lrtrTERrtN

SI-]]OHAN 6l 720 I I 81 0?000i14 SII{GKAWANG 1 8-10-1 970 \\,IRASWASTA JL VETERANGG DJUM,d\]

344 SUBARDI S{,'I]AGIO 61?201 1005700001 SINGKAWANG 05-10-1970 WIRASWASl'A JI- VE IT]RAN C'G. DJU]V'ANI

345 MAT YATIi\4 61 7201 I 203870001 SEl PETAT 03-t2-t987 WIRAS\YASTA Jt,, PAHLAWAN



346 lAs 0vfl N 61 720r I 0t 081000.1 PAKU']NG I 0-t 0- I 981 wlRASWASTA JL P-A*ILA\Vr\N

ZA]I,AM 6172010205530001 SENlL]DTJN 05-02-l 951 WTRASWASTA JL KS TLTBIINNO- I

3.18 JAI\IAIN 6t7201010161 0004 SEI JACA 0l-01-1961 WIRASWASTA JL. KS TTIBUN

349 LIiO ARDO 6t 720t r 012840001 SI\IGKAWANG I 2-t 0-t 984 tsEI-UNt BEKERJA JL SAI-AK

350 AGUS SUPARIVIONO 6t720i:808830001 STNC(AW,{\'(; 18-08-r 98:r \\,IRASWASTA JL. SALA}I

351 MLJS:IOPA 6 I 7201 0i 07000001 SIN'GliAWANC 07-0t-2fi00 \ITIRASWAS'I'A JL CLiNUi-GROBAN

352 ABDUL MUIS 6 I 7201 0506920003 SA.NGCAU LEDO 06-05,i992 WIRASWASTA ,IL GL|NLTNG ROBAN

353 1ADI 6101 071 30889000t SELAKALT 13-08-1989 WIRASWASTA JL NENAS NO 105 PERIi\TINAS

354 STINARDI RAHI,IAN 6r 7201 t 50,1730001 S. DAILAI' I s-04-1973 wlR{S\\'ASTA JI-. JERLIK NO. 5

355 PAUZI HARTO 6t7201260',7',730045 SIN"GKAWANG 26-0',7-1973 \\4RASW'ASTA JL. SALAK NO 96

156 RAHN{,{DI 61 7201 1 609930001 SE\IEL-A.GI KECII- 1 6-09-l 993 W-IEA.SWASTA JL. SALAK NO- 93

35',7 SOF,DARYANTO 61 7201 0204660004 S]}iGKAWANG 0,1 -02- 1 96ti WIRAS\\'.{STA JL SALAK NO 94

i58 SUDADI 6172{)1 120.17{0005 MAGELANG 01-12-19',74 W1RASWASTA JL JAN,IBU

359 I'AMRIN 61 7201290572000,1 CINCKAWAllG 29-05-19'12 WIRASWASTA JL R.{WASARI C;c BA1i1I

360 \IlnIA\{MAI) (OSIt!,t 6t 7201 10t0790001 SINGK,4.WA}G I 0-l 0-I979 \\TRASWASTA JL JEND. SLiDIRMAN

361 NORttfl\ 6 t 7201 1207550001 SINGIi{WANG 22,07-1955 wlRAs\r_{sTA lL JENTD. SUDIRMa- GC. MLNC.GUKPERILTK NO. l8
362 JOKO ISWANTO 617201 1205790002 SIN"GKAW.,\NC 05-t2-1979 WILASWAST,{ JL ]END, SUDIRM:\N C.fi H. RAIS

363 IWA}i 6t 071 50209820002 TANJUN.'G GUNDUI. 09-02-t982 WIR{S\\'r\S-lA JI- BVETEL{N

364 }LA.RTONO 617]0224016500n2 DE]IIAK l0-0.1-1 965 PENSILNAN JL, VETERNN

365 TOTO ST]BROTO 6t 720t05 10720006 cld\tts t0-05-t 972 \\TR-{STVASTA JL. \ETERA}I

366 KUSNADI 6t7201 I 502610003 P PARIT 1 5,02-l 961 WlR{S\YASTA JI- VETER{N

36'.7 IPAN JONATA 6102180201 840002 MF,NIPA\1' AH 0r,02-1 984 SWASTA IL, IVIANGGANO. 16

368 AL HATIM 617:01 1010600001 DARIT 30 10-1960 WTRASWASTA JI-. MANGGANO 72

I-AI,U MUTL{NIMAD IQBAI, 6 I 7201 0609960002 SINCKAWANG 09-06-r995 JL iU,{NGGIS

370 ENDANG SUPRIAl-NA 6 I 7201260?730001 SINGKAWANG )6-0't-t9'13 WIRAS\\ASTA JL MANGGTS CTG AW DJIBAN

371 DEDI HARYANTO 61 720 128 t 2800001 StNGiiAWANG 28-12-1980 WIRASWASTA iL. DE]\,IANGAKUB

372 RTNALDY TRISA NDY 6172.011707940403 SINCKAWANG 1'7 -07 -1 994 Ji... SLrH-ADA NO 16

3',73 ISKANDAR \.L]SUF 6r 720r 0?07780001 SINGKAWANC 07-07-1 973 \\lRASWASTA JL JEND SI]DIRN,IAN (X] AMAI,

374 ABDLJRACIIIifAN 6l 720r 0405940004 SINCKAW.dliG 05-04-l 994 JL JEND SLDIR]VIAN

175 MTJSTADI 61720110I1560001 SI}iGKAWANG I r-t0-1956 \},IRASWASTA JL SEPAKAT NO. 32

316 SUDARTO 6172010t1 t600001 }}I JTA R l 1 -02-'r960 WIRASWASTA JL SEKAWAN NO ?S R

3',77 RAIiDY I Ar\DIRA. 6 I 7201 280889000 r SINGKA\\'ANC 28-08-1989 S\ITASTA IT,. SEI,IANiGKA NO 101 PERI IMNAS

378 YUDA,{RS**DI 61720i 1406940001 SELAK,A.T] l4-06-1994 wlRds\l/AsTA JL SFMAI\iGKr\NO l0l PERUMNAS

3'79 JUN1A!iI 61 7201 0-l0t 77000 r SII!-CKAWANG 0r-03-1977 W1RASWASTA JL, KS TL]BLTN

380 ARMr\\ 61720i r r08840001 StliCKAWs*G 08-t t-1984 TIDAK BEKER]A JL KS TL]BUN C,G, MELUR

381 Sz\DE,I 6l720rJ-itr4890007 St\GKAWA\G 1 5-O4-1 989 WIRASWASTA JL TIRTASAzu GG, DARN'fA

382 RTNO 61720I100?810006 S]NGI'AWANG 02-I0-1981 wlRASWASTA JL. TIR TASARI

383 I\,'ANKI]RNIAWAN 617201 I 3t 0000001 SING}iAWANG 1l-10-2000 ]L JEND. SI]DIRMAN GG RARI]

384 V]CTOR YOGA S 617201i405940001 SERIMBU I 4-05-1994 SWAS'I'A JL SL\GAC(] (ARYA

385 ]RAI{ADI KTJSUMA I 605050709860006 LISUNG 07-09-19E6 \IIRASW-4STA JL \TETERAN C.G PASTJ]\DAN

186 MI]I-YADI 6 r 720 1 0:0248000i SINGI(AW{\G 02-02-19.18 WlRASWASTA JL KS TI'BUN

HERIY,{NSYATi 6l02rl8l 704760004 SUNGlU RENCAS 17-O4-19',16 \VIRAS\\,,A.SI'A JL, VETER.A.N

388 IRTANTO 61720t 1708640001 SINGKAWANG i 6-08-1 964 UIIRAS\\TAS T A JI- VETERAN

389 Donrinikus Kruuir 6172050101550004 PANGIV'II-ANG 0i10111965 WIRASWASTA NEK CATENC
390 Aitonius 6172050506710003 SANC'GATJ KULOR 0510611 971 WIRASWASTA NEK C,{ 

'ENG391 Sudiman 6172050810770001 P,ANGMILANG 1 810611 966 W]R.\S\VASTA NE]}i CATENG
39: Pikser 6172051010800006 SA.NC{iAU KL]I-OR lli0}1973 WIRASWASTA NEK CATENG
3 9-3 Supamr$ 6172051203730005 BANYIIWANGI 1011011980 WIRASWASTA SATI!18

394 Smsuri Anom 6172052A121 80A04 PANGNIIL,d\G 28 r 2 1978 \lTRAS\\'AS-fA SAT]ME

395 DedeK GUN-I ARl SUMANTRI 61720s0403940002 PANGMILANG 041031r99-l $rIR,ASWASTA KARYA BHAKTI
396 Sucenc ILARIANTO 6172050203960005 SAMBAS 02102i1996 WIR{S\I'ASTA Ii-ARYA B}IAKTI
391 Jamalludin 617?052417-1 2000L SINGKAWANG 21 1211912 KARYA BI]AK'II
3S8 Andirat 61724507127700A1 PONTIANAK 01i1219'77 wlR,{SWASTA KARYi\ BHAKTI
3S9 Nlarkus 6172050108620002 SINIANG 31i12ir962 PINS]UNAN SAT&1E
400 Suparman 6172052109690001 PANGMILANC 2 r i06i1969 PEN'S]UNd|i NEK CATING
401 Surya 617 20s14047 10002 INI]RA.MAY(,i 0410811971 WTRAS\\'ASTA TRANS SP I
102 Walidir 6172051806890002 SAr\CGAULEDO 1 8106ll98q wlR,A.SWASTA IR,ANS SPI
40_l Doretus 61.7 20521 A292AOO1 GURO 27i021 r982 \[-IRASWASTA TRANS SP I
4021 litLum 61720s0702640001 SINIGKAWANG 0?l02lr 964 WIR,\S\YASI'A TRANS SP ]
405 MoL Ali \lahmudr 6172051310710001 PAII 1i110i1971 WlRASWASI'A TRANS SP II
.106 NiLo YUL,IUS Wakari 6172052311550001 I'ONTIANAIi 23 trli976 WIRASWASTA TRANS SPII
44',7 Agus Prakoso 61720s0208810002 SEN,lARANG 021081r98r WIRASWAS'TA TRANS SP U

408 Sunardi 6172050s06770005 PI,'RWAKARl]A 05106il !r77 WIRASWASTA TLA.NS SP Tt

"109 I.usiallo 617 20519A7 67AOA2 PANGMII-.ANG I 9i07ir 967 \\rIRASWASTA SATIME
410 Johari PANGMTLANG 0ri07i r986 SATIME
4lI Ropinus BuYuns RoDinus Buyunq 6172050808540001 NEK TTINE 08l06il 964 \[,IRASWASTA

4t2 Titianus 'Iitianus 6172050607650002 PANGNIILANG 06i07i1965 WIR{SWASTA
413 PAULUS 5 I ?205040765000 l TOHO 04i 0?/1965 susla RTOO1 RWOOl SAGATAN]
414 SANGKTJTI }K 6l 7?05080968000? SAKON6 08./09/1968 swasta RTOO2 RW OOI SACAI'ANI
,115

STEPANUS UWA 6r ?20i0107660025 SAGA'T-A.N] 01/071r 966 RTOO2 RW OOI SAGAI'ANI



,+16 SOANI 61 7205040665000 I SAG.\TAM 0.1/06/1965 swasla R"I'OO2 RW OOi SAGATANT

41',7 \4tJJIRI I]NGKON'i 617205081 1650001 SAKONG o81i 1i1965 swtsh R1'OO2RWOOI SAGAT,{NI
,1r 8 ROY NIARII1N 6r 7?05260685000,1 SAGAT-ANI 261061 198s RTOO2 RW OOI SACA'TANI

419 APA{] 6t 72051 10965000r S?\GATANI 1310e11965 s\lash RT005 RW 002 SAGAI AI.II

420 BI]DI,{NYAP 6l 72051.109700001 SAGATANI Mlagl$70 RTOCT RV/ OO3 SAGA1 ANI

421 TONO 617f050705820U01 SACATANT 07l0sl 1982 swsta RT006 RW OO] SAGAI ANI

st,wANDl 61 7:053007890001 PANG]ITILA\G 301071 1e8s RTOO6 RW OO3 SACATANI

WANDI 6r7105r2i i75000.1 SEIRAYA L21771197s RTOO6 RW OO3 SAGATAN]

124 ASSARl 6l 7205f909880002 PANGI\IILANG 29 | 091 1988 swxsta RI'O{)6 RW O(]] SAGATAN]

425 l\,$rt_ lvIlENG 617205071 r580001 SAGAI AN] 07111119s8 StrASB RT005 RW 002 SAGAT,jTNI

426 BASiA\-'L]S \{LIIN 61 7205 I 01 25.1000: PA'TAIUIl 10i 121 19s4 RTOO8 RW OO.1 SAGAT,\NI

42'7 ALIUS ]VIARDI 61 7205200?750001 SAGAI'ANI 20l07l 197s sw6B RTOOT RW OO3 SACATAM
.1:8

PETRUS 6 I 720508 I 2790002 StNGKAWA"\--G 0811211979 RTOOS RW OO4 SAGATA\I
429 tiNTti\iG 617205280268000 I SAC}ATANI 281 02 I 1968 RT005 RW 002 SAGi\TANI

430 DAITfiANLTS KANCE 6t"l2050i04700oat GLIRO 07 | 041 1970 swesla RTOO8 RW OO4 SAGAT,{NI

431 ANUS 61 72050509600001 I]ARIAKAI; 0sloslle60 S\€StA RTOO8 R$T OO4 SAGATAM
432 DARWIN 6 i 72050.103E30002 SEIllELAGI 04103 | 1983 slvasE RTOlO RW OO4 SAGATANI
.113 HADI\4IN 61 72050401740001 SAGATANI 0410311974 s\\asla RTO] O RW OO4 SAGAT,{]\I
434 AJL]N 6t ?205221 2690001 \YARUN"GKOP 22i1217969 RT00l RW 001 SAGAIa*^I
435 MARSIDIN T]DIN 617205r?016r0001 SLRABAYA 121011 1961 sw6u RT00l RW 001 STIGATAM

416 T]IJ J.IIT CHIAN 61 7105010.19.10001 SUANGKUN(j 03 0r I 994 BURUH ILARIA]{L, ]L SAGA'I-A\I C'G ANUGR,A.H

43'l ANDI 61 I 10:111038J0002 PAD,{\G lIIi-{R rt0i 1983 WI]LASWASIA JL. SAGATAN] SA I.]]\,f.t]ANG

438 SIT-KINO 61 7:05 I7i0800002 SACATAN] 171101r980 PEI ANI JL, DLIRLdN PAKLTNAM

439 YA}IYA 6l ?2052209S00001 SIJANCK{JNG 22j091r990 WTRASWASTA [". DURIAN PAIiUNAI,{
440 TOMI 6 I 07080806E40001 (ioA Bo\{A 08 0s1i98.1 PETA\I Jt, SAGATAN1GG TALINO

441 u\RSAN 71220225056E0005 RAMPOANG 25105r1968 wlR-ASWASTA JL SAGAT;\NI SALN,IBANG

442 l'ES I4INUS 61 720522r I 9r 0001 SIJANGKUN6 22ltllr,991 PELAJAR JL SACAI'ANI GG. TALINO

443 ANTNSIUS 6l 72051 2.r591 0001 SIJAN(iliUNG I2i0-5il99l }iARYAWAN SWAS JL SAGA"TAM GGTAI,]No
444 ADRTANLIS SENO 6i72051 505940001 SUAI.IGKLNG 15051994 P-ELAIAR JL SAGATAM GG'I'AI-INO

415 PTJ] RIANTO 6 I 7205i:)_s02830001 SIJ,\NGKTNC 05 02 1988 KARYAWAN SWAS J1... SAGATANI CG TALII.iO

446 ASEL\'IIJS A(;A 6I 7205180877000i SIJANGKT'N]G 1810811977 WIRASWASTA JL SACATANI CG. TAL'INO

44'.7 DED1 TATTO 6l 07 I -<250486001) I SEJANGIlUNG 25 04 I 9t6 \IIRAS\IASl'A DIISI-iN TEI-L]K SUAK

448 RTJSD1 LEPEK 61720520{}1',710002 SAN'iGAI J (I ]I,OR )0104 19'74 WIRASWASTA ]L SAG.\IAM CCIOWIR
449 HENDI 6l 72051 00.181 0001 SIJANGKIAi(; 1010.1it981 WTRASWASTA JL SAGATAN] {IGTAI,INO
450 BONG SUNARTO 6 l ?1052301870001 stN(iKAw,\r\G 2ll0lli 987 \ITR A S1I''AST A JL SAGATANI SAIJMBANG

451 JUt-IANL]S BI.]\I 6l 7205 l 6060 I 0002 SIJA\-CKI-r\C r6i061200i PELAJAR ]I- SA';A]'ANl {iC, TATNO
452 LAMRI 6t 7?05 l2r 1 570001 SUANGKLINC l2ii II957 WIRASWASTA JL SAGATANiCdi.TAUNO
451 S'TF,PAMIS ANI)1 617205 I 30:8'10001 S1]ANGKUNG i3102 1984 WIR-{SWASTA ]L. SAGAI'ANI GG TALINI)
454 NINIANTO 6 I 710505056.1000i SUA^"GKUNG 05ios11964 JRUH ELARLA.NLEP .IL, SACA'I',4,\iI C,G TAI1NO
.r5 5 POI,INUS 61 ?205t 108780002 SIJAN-CKIINti 11i08i1978 WlRAS\\JASTA JL. SAGAT-*\I Cl] T.4,lLriO

456 YANTO KRTSPINI]S 6 I 7lO-rO809840003 SIJANGKUNG 08109i198.1 \\,'IRASWASTA JL SAGATAN"I CG. TALhiO
45',7 HERMAN I'OI 1 6 I ?:0,<2809860001 SIJANGKUNG 28i0911 986 WIR ASWAS'I A JL SACATANI G{]'Ii\1-INO
458 -A.GTIS TIAWAN 6t 72050708780005 SI.IANCKUNG 071081r978 WIRASWASTA JL. SACATAN] CC -I'AI-INO

459 PETR1IS ANIIS 6I72050804700001 SIJA.\GKTJNG 08104 r 970 WIRASWASTA .,L, SAGATANI GG, TAIiNO
460 D1N,I-A.N ril 72050202600001 SIJANGKI]NG 0210:i1960 PETANI JL, SAGATANI CC TALI}{O
461 MARLADI AMOR 6t124:2612750002 SANGGAULEDO 261121975 \\rrRASWASl'A JL SAGi\TAN1 GC TALINO

462 AIIiT 6t 72050405640003 BEDIIAI 0410s1196,1 WTRAS\\'AS I'A ]L SAGATANI CiC. TALINO

461 FRANSISKI]S MIII,YONO 6 I 72052502700001 SIJANGKUNC 25 0211970 JL, SAGAT,{NI GG, TAI-INO

164 DEDI, 61 7205 r 0028 r 0004 SIJANGKUNG iol02l I 981 K,{RYAWAN SWAS JL SA(iAI'ANI Ci(; 'IAI-INO

465 N'IUHAMAI) 6l 7205081 r860001 SR,A.GEN 08lr 1i1986 BI;RT,iI{ HARIANLI ,TI- SAGA'I'ANI GG TAI-INO

466 M SARRTM 6t 720505i0690001 SINGKAWAN(i 0s11011969 PET,{N] JL DURIAN PAKLII'!AN{

16'/ PERI 6 ! 720508028E0001 SIJAtiGKTJNCi 08l02ll 989 WIRASWASTA JL SAGATANIGG 'IAI,INO

468 LE-XI 6t72051 608960001 PON'I'IANAK 16108i1996 PEI,AJAR JL SAGATi\NI GC l At.IlrO
469 UR,A.Y SADIDT 61 7205 1205670002 MATANGKUANG 02i05i1957 \YIRASWAS TA JL SACJATANI CC. PEPAYA

47n IJSI\,{AN YiISIJP 6r ?20r2504800002 SUANGKT]NG 25104i1980 WIRASWASTA J1, I)I]RIAN PAKI]NANf

471 lllrNtDltil US RONNY 6l72051l l I8t000t MFNTAI,IN r lll rll9Ei WTRAS\lTASTA JL SAGATANI PAKUNAIVI

41? N .\S ARIt IS 6112052607720002. TIANG 1'ANJUNG 260'7 1972 BtIRLt{ HARLLNI l-l JL, DURIAN PAKLNA\,I
473 AIPruS 6 r 72050305890001 SIJANGKIJNG 0310511 989 I3I]RUH HARIAN LJ ]L DURIAN PAKLN.{\I
4'71 FRAN USSU 61 72051608790005 KAPUR S'NAIQN" 16108 r 979 Pt:'I ANI JL. DURIAN PAKLTNA.\T

,1?5 GIGI]'SUGITO 61 72051 709900001 SI.IANGKT]NG 1 7109 1990 IIURUll tLtRtAN Lr JL. DT]RIAN PAKLJN,{\1

4'',/6 ZA}iIUS DARW1N 617205171185000:1 SIJANGKTTNC 1?lr1 1 85 (AR\'AWAN S\trIAS JL DIIRI,{N TAKUNA.M

477 BNDRATNO }]LNI 61 7205 I 502860001 SUN,{NG 1502i986 BURLI}{ }IA.RL$I" L] JL. DURIAN P,{Ti.L]NA\/I

478 ERWADI 61720i2 I 0492000 r SIJANGI(UNG 21 10.1r I 992 IIURLH HARIAIi Li JL DLIRIANPAKUNAN1

4',79 TEOF'ILIIS INDAT{ PRANATA 6i72051 103000003 LOMUR 1 r 10312000 MAHASISWA JL, SAGATANI SII\,JAJAT

480 SAI.A, LAZARUS NENO SABA 61 72051012680002 KUPA"\iG 301i 21i 968 WIR-dSWASTA JL. SAGATAN1 STMA]AT

i8l L]NTAT 61 7205 r 305890001 SEDALI 13105it989 WIRASWASTA It, SAGA]'AN] SII\'{A]AT

482 SLIPRIANTO 6t 720i I 804E50002 SI]A}iCKLING r 8i0.111985 !I\''IRASWASTA .I1, SAGATAM SII\{AJAT'

,183 JTJNAID] I\I 617205060275000 I SEI I,UBANG 06i02i1975 WTRASWASTA JL SAGATANI SII\IA]AT
.184 RAPIK 6107170603800001 SI,IAN(I(I ]N'} 06io}l98t) WIRASWASTA JI, SAGATANI GC TALI,AiO

.185 EKO PRIYO IitiDI UTOMO 6 1 7f010,1099 1 0001 SANGGAU KULOR 04 09 r 99r WIRASWASTA JI-, SAGATAN1 SIMAJAT



-,186 \'ol{INFS \-t rDl 6t710503 I i870001 S1]ANOKTJNG 03 I I 198? WIR.{SWASl A JL, SAGATANI Cd;, TAIINO

4a'1 YUI,IO RL\\'II.: ANDRE SARD 6l 720i1 407920002 SENAKIN 1 4l07lr 994 JL. DLizuA}{ PAKUNAM

488 Dd]\TIANLiS DAMI 6t 7205 I 80288m0 r SUANGKUNC l 8j021 1988 WIRASWASTA JL. SAGATAMGG TALINO

ANGKAMi-IR 1908 1975 WIRAS\\iASJ A JI, SAGA IANI SI\{A]A'I'489 SI]PARLIN 617?051908750002

490 FIARlANTO 6t 72050208S70006 SAI,{,{LA}iTA}i 02108 1991 PELA]AR JI-. GAJAH ltlArA SIMA.IA I:

49) YOS IEN LIU 617?05r 0077,10001 PAI-OTI 101c711974 JL SAGAT.4N1 SIMAIAT

492 USIN 61 1 002141 263000i KARANGAN 14 1211963 PENSIUNAN JI.. SAGATANl SIN1AJAT

\\'IRASWASI'A Jl. SAGA'IANt PAKIITliAM493 ASNAWAN 6l 7205 160980000,1 AGAI, 160911980

,19,1 AKKI 61 720523 r 1790001 SABAH 23)121t979 W]RASWASTA ,]L, CAJA]I N1ADA SI]VLAJAT

195 ROCII!1AD 6 l 720:i21 06660001 SNCKAWANG 2110611966 PETA,\iI'ARET BAGTII( SAHWA. RT 06r'02

496 AMAN Kl]RldA^- l-O 3103 I 10705720003 PI]RBALIN-GGA 07i05i1971 PETANI K,ARET BA(lAK S.\HWA. RT 06i01

49',/ ROBI}i 6r 7101080481 000? i\'lAYASOPA 0810.1 l98r PFT{N] KARFT BA(iAK SAEIWA RT 05 ,r r:)2

498 WARDI 6l 7201200470000: BAGAK SATIITA 20l04ll 970 PETANI KARET BAGAK SA}JW-A RT 05 ,J 02

499 St,JJ]\RWO 61 7203 i 707800001 BAGAK SAT]WA 1710 l i1 98.) I'ET,,!NI }I{RTT BAGA}i SAIfW,{ RT 04,/02

500 JHONI I]ENDRIKIiS 6i 72031 r 01 890002 B^GAK SAHWA 1 1 011]989 PETdNI K:\RET BAGAK SAI{\\,'A RT 0.1/02

501 ANISITT-iS A]\1A] 61 720r r 5047700111 BAGAK SAH'WA r504r977 PE TA\1 K,A.RE'I' tsAGAKSAHI\,A RTO4IO2

502 ERWtli susAN'l'o 617201 r c03790001 KEDIRI I S03 r 979 PFTANI KARFT BAGAK SAH\VA RT 0,1/02

503 AGUS MARI'OYO 6 I 7203 I r0877000 l SINGKAWANG rii08ir 977 P6 fANI KARE'1 I]AGAK SAHWA. RI 04,/O:

504 617201 0808880003 SI1.!GICAIVA}iG 0810811988 PETANT (ARET BAGAK SAHW{ RT O3IOI

505 JOKO SONO 61720:I112620003 BAGAK SAI{WA 1 1it 2lt 961 SWASTA BA(iAK SALIWA RT O] i 01

506 H!]NGKt 6i?:012r ri930001 SINGKAWANG 2rlr rjl993 SWAS]'A AACAK SAHWA. R'I'02 / OI

507 SMON PETRUS 6 t 7:0107 r 0860001 I]AGAK SAHIVA 07it0it986 SWASTA I]AGAK SAHW-4, R'I'02, OI

508 MAR INI]S ]ONl 6t 72012505690001 BAGAK SAHWA :J 0: I 969 PETAN] KARET I]AGAKSAHWA R]'OI/O]
509 FIDELTS B,ADINC 6r 720i28r 2880001 BACAK SAHUA 281r21r988 SWAS TA BAGA( SAHWA R'fOI iOI

5t0 R.UI{A}iC 617203240757AA01 B {GAN SA}IWA 2.1i07i1957 SWASTA BAG.{}i SAfiWA RT 02 I 01

511 NOVRISAL SINGXAWANC 15i07i1',770 SWASTA SINGK,\\\'ANG

512 DEDY SINGKAWA\G 2810911981 swAst A SINGKAWANCi

513 OKTAVIANUS BUCI 61 7203251 0830003 sinqkawano 25/10i 1983 wiraswasta Seoanqkai RT.02/RW.01

514
tsLUHLN5IUS HJU

6'1 72032603940003 Paiintan 26t4311994 pela jarlmahasiswa Sepanqkai RT.01/RW.01

515 YOSEP 6 1 72030609680001 Mempawah 06/09i 1968 Petani/pekebun Transpol RT.01/RW.01

516 PURIANTO 6172032612760001 Mayasopa 26t121976 Petanilpekebun Sepanqkai Jl.Sebakuan RT.01/RW.01

517 OBED SESFAO,S,PAK 6172031205700002 OEBELO 12t45t1970 Karvawan Honorer JL. GAMBIR NO.26,RT: 002,RW | 001

518 MARTHINUS OGAT 61 7203021 '169000'1 Saqande o211111969 Petanilpekebun JL GAIVBIR,RT : 002,RW: 001

519 PENDI HERMAN 61 72030307950003 Sekabau 03/07l1995 oelaiaa/mahasiswa Jt. PARINTO BARU NO 76:RT : 003,RW: 002

520 NOVIYANTO 6172030711640402 Mayasopa 07t1 1 t1984 Petani/pekebun JL PARINTO BARLI BLOK B:RT 003:RW r 002

521 SATRIONQ 61 7203271 0880001 Mayasopa 27t10/1988 Petani/pekebun JL. PARINTO BARU BLOK C NO. 0'liRT: 003iRW: 002

522 MARTIANUS 61 72031204830004 Mayasopa 12/44h983 Petani/pekebun JL PARINTO BARU BLOK A NO.26,RT: 003;RW : 002

521 MASRONI 61720311 127AOA01 Bentunai 1111211978 Petani/pekebun JL PARINTO BARU GG KENTUNING:RT : 004:RW: 002

524 SUPRIANTO 61 720301 01 91 0004 Mayasopa 01t01/1 991 Petani/pekebun

525 HERI\,IANDUS 6172030112720001 Binuanq o1t12t1972 Petani/pekebun JL. PARINTO:RT: 005:RW: 002

516 HARIONO 6172030S1 1 870001 [ravasoDa o9l1 th9a7 Petani/Dekebun JL PARINTO NO-36:RT : 005:RW : 002

527 SUHARNO 61 72030708640001 Pucunq 07toat1964 Petani/Dekebun

5:8 iNGGUK 61 72031 003680002 l\,4ayasopa 10/03/1 968 Petani/pekebun SELUANG JL SEBAKUAN:RT 006:RW r 003

529 {NGGEK 6'107081 109790003 sibaiu 1 1/09/1979 Petani/pekebun JL. SEBAKUAN;RT: 007:RW: 003

530 MARYO 61 72030504730001 Wonaqiri 05t04t1973 Petani/Dekebun SELUANG. JL SEBAKUAN NO.02:RT: 007:RW: 003

531 N NL]RRAHI4AT 61 72031305790001 Dant 't 3t05/1979 Petani/Dekebun JL SEBAKUAN :RT: 008:RW: 004

_532 ADE SUHENDRA 61720306'1 1890002 Mavasopa 06/'t'1l1 989 Petani/pekebun SELUANG JL SEBAKUAN,RT r 008:RW:004

5l3 DASIM 6172031403720002 lenokonolor 141O3t1972 Petani/Dekebun JL SEBAKUAN NO. 16 RT: OO9:RW: 004

-534 AHIMAD JAZUL ALANSOR 3207341 80581 0002 ciamis 1 8/05/1981 Petanilpekebun JL SEBAKUAN :RT: 009:RW: 004

535 [,llARBUN 61 720329046S0001 oaiintan 29t04t1969 Petani/Dekebun JL. SEBAKUAN NO. 38;RT: 009;RW; 004

536 6172031212760001 Pandeqlanq 12t12t1976 Petani/pekebun JL. SEBAKUAN GG. NGANJUK:RT : 009iRW: 004

537 EFFENDi 61 72030510700003 iunqkat 05i '10/1970 Petani/oekebun

538 SAHRI 61 72034303770001 selakau oato7t1s73 Petani/pekebun

539 IUARTHINUS 61 72030606600001 nyarumkop 0610611960 Petani/pekebun JL SENGGANG;RT: 011iRw: 005

620701 11 1 17AOOO1 kuaia oembuano Petani/oekebun5,r0 RUSTAM MUHIDIN 11 t11t1978 JL. SENGGANG;RT : 01 1,RW r 005

5.1 I ROBIYANTO 61 72031 306770001 Mavasooa 13t06t1977 Petani/oekebun JL. SENGGANG NO. 01:RT: 012:RW;005

542 SAAD 61720324c6780401 Benqkavano 2410611974 Petani/pekebun JL. SENGGANG:RT: 012iRW: 005

54-l AGLIS SANJAYA 6i7203 I 808750002 PONTL{NAK 1 8/08i r9?5 Peuni,'Pekebuil Ganq Mandiri RT 0011 Rw 002

544 ENDAN'i ]'IRl ANA 6l 72032006770001 POTENG 10/061'l -o77 Jln Batu Ilelimbinu

545 I{LR\IANUS K 6I7203 1303620001 NYARLMKOP 13t03n962 Peki/Pekebun Jala RaB Sinqkauana-Benska\rru RT 00f/ RW 00 i

546 ADIONO 6172032806680001 JANGKANG 28/06/t 968 PetaniEekebun Jalo Rava Sirrrkauane-Benalavanq RT 00:r RW 001

51',7 ISMANTO SETU 6172031804600002 NYART]MKOP l 8/04/1960 PelanriPelebun Jalan Sagu RT 008,/ RW 002

548 \OHfu\ES YONO 6r 7103 l 508810(10r N\-ARI]MKOP I 5/08/]C8 I I'etaniiPekebun Jalan Subarans R1'0l2lRW 00i

549 BERNTIDUS 6t 720-',I 808850001 ]'AINAM 18i08i l 985 Secuflfu Jslar Subaiarc RT {11 1r'RW 001

550 HfRONTMUS 6172010r 12870002 NYARUMKOP 011 l2l re87 lalan Slrbarane RT 01O/RW 001

55r AGIISTTNIJS 6l ?2032,:108690001 Sb*G};{WANG 24/0a11969 Petar r./Pekebu n Jalan Subarans RT 0l 1,RW 001

552 ANDRIA\US 6l 71010906800001 BETOI'ANC 0q,"061t 980 Pehi,?ekebutr Jalan Subaranq R] 0i l,RW 001

553 PETRUS KENEDY 61 720321 0975000r N1'ARUMKOP 21iA9t1915 Pemir'Pekebun lalail Subarans RT 01:,/RW 001

554 ANDREAS ATENG 6t 7203051 2750001 NYARUMKOP 05/12/1975 Petailii Pekebun Jalan Subaranq RT 0l2rRW 001

555 HERKI]LANIIS SAREN 6 I 7203 I407690001 NYARUMKOP t410711969 Petani,/Pekebun Jalan Sei 'lansLet R l'0031 RW 00]

Baru No. 002



556 RODI 6 I 7201201.i2:ti 000 r AR]S 2C/02./t981 Petanl'Pekebur T3hn Ss1 I'Anlket R-f 00i1 RW alol

55't IiONORITJS 61 72030,10:7-50m l NYARUMKOI' 0{i02,/1975 Jalan Sidonret Rl 0l.]/ RW 003

l.IIOPOl,D \Itl\-DttS 6 I 72010104340002 N1'ART]N,IKOI' 02r04,/1984 ['etani,'Pe]ebun Jalan Sidomet RT 013i RW 003

s59 DTjLLA}1 6t 720:r I 1067li)001 NYARI]IVIKOP 1i/06i 1976 Pemnu'Pekebun Jalar Pendarinq RT 006, RW 00rl

560 ACTiSTINUS Iltrl-ON 5l 7203{)707760001 NYARtI,\fKOP 01 !0'/i1916 Petanr,/Pekebun labn Peariar:nr RT 0061 RW 00,r

561 Y. ]ONI P 61 72030510700002 N{ANTO'IAN 0-s/t0i 1970 Perrni/Pekehun .lalan Mandala RT 007/ RW 004

562 RONT IIN\TT, 6l 7203 1.105830001 SANGKING 1.1,05/i981 ]Blan Mand^la RT 007i RIV 0(u

563 IJONORILS YOI{EX 6 r 7:0-t0i03670001 Nl'tRt.rNlKOP 0lr'03/1967 P$anr Pekebuil Jaian Raya Sitlgko$ang-BengLevang RT 001/ R\ry 001

564 51]KARTO 61 72011408800002 NYARTA{KOP I,1/08i I 980 Petari,/Pekebun Jalan Sagu RI' 009.i RW 1)02

565 HIDAYAT 61720410r 1810003 NARAN,' 10tlti198l NON PNS lL RAYA NAR-dM R lr'It\f 003/001

566 J1]HT]RDI 6r ?20.11,11 27600iJ1 SEI NANGK.A 1412 1976 NON PNS Jt, RAYA NARAN,I RT,R\I OO:}1OO]

567 RAtdADI 6r 720J271 I 67000 I S:\I,IBAS 2?i1 lir967 SWASTA Jl, RAYA NARANI RT:RW 001./001

568 YUDI I'URNAN4A 6r 720.10106800001 SEI h"AN(;KA 0r ic6lt 980 I.JONPNS JI- RAYA NARA\{ RT,RW OOI/OO]

569 BUDIYA'I'NO 6l ?204260270000 I SE] NANGKA 2610211970 \ON PNS JI- R,\YA NAR.d\{ RT/RW OO2IOOt

570 ASI,IADI 6 I 72041 91069000 I SEi NAI'GKA I9110 1969 NONPNS JL RAYA NANAM RT/RW OOI /OO1

511 SAIFUL 6r 7204r 60585000 I BANYUW.4T"GI i6 051198,i NON PNS JL I RiSUI-A RT,RW 007/001

512 JOHART 6t 72041306780002 SEI GARd\{ 23)O6i1918 NON PNS Jr. AKASTA R',f,'RW 008i0a-1-l

573 SUDARMAW,{\ 61720.11011790001 SINGIA\WANG folr 1 l1 979 NON PNS JL TR1SULA Rl /RW 006,/002

574 AWANG RIBUANDA 617204t 108870001 PE]\{ANCKAT I r08i1987 NON PNS ]L TR]SUI-A RT,/RW OO5/OO2

575 TARYONO 6 I 720,1060-<7.10002 SEl GARA.N{ HTILU 05i05tl 974 NON PNS It, AKASIA RT/RW OO8/OO3

576 stI-tAN"ro 6l 7?0.10603680001 SNCti;\Wuu*G 0610:r I968 NON PNS JL TRISUI,A R T/RW OO6iOO2

5'1'/ SUPRIYTiDI 61 72040r 0;t67000 r sIliol,A.wANG ill 04 1967 NON P\S JL IRISUt.A RTrRW 006i002

57& v{ st,rT.lAlDl 6t 720J I 2015q0001 SINGXAWANiG l:03 1959 NONPNS -rL TRISUI-A Rl/RW 007,/00i

5'/S MASR] 61 ?204250676000 I SFI CARAM 2510611 9?6 NONPNS JL AKASIA RT/RW OO8rcO]

580 END,{NG 6112041 010670001 SINGKA\\TANG 09itiilt 967 NON PNS N, AKASIA RT/RW OO8/OO3

581 MISL,{N 617204070161 0002 SETA?UK KECTI- 0710tll96l SWASTA JI-. GA\ANGBERSAMBUIRf OOI /RW OOI

5 ti? MUSMAN 6i7?041306530001 SETAPUK KECII, r l10611-o5-l SWASTA JL I}AYUNG B1]-RSAMBIiT RT OO1 i RW OOI

58i SA'ARI H 6t 12041603590001 S BURL.}IC r 610311 95e SWASI'A JL I{AI'{ID NlA-fALi R I 001 r RW 001

584 USi'IAN K 6 I 72042003670001 SE]VTELAGI KTCIL 20 0lir 967 SWASTA ]L TIAN,ID MATALI RT OO] i RW. OOI

585 PAIJA]\i 6r 7204050571 0001 I]ANTUL 0si05lr97l SWASTA JL ll\\flD\1.\l4llRI u0r RW 001

586 SUDIAR 6172042S06780001 SETAPUK KECIL 2q106i r978 SWASTA ]I, HAN{ID \lATALl RT fi]4 1 R\V OOt

587 EDI GUSTID-AR 61 7204050?730002 SETAPUK KI]CII, 0510711973 SWASTA JI- HAl\IlD ]\fATALIRT 00:1' RW. 001

588 StiMARDI 61 7204050569001)l SFTAPI i( KT:('IL 05 0511969 SWASTA lL. H,au\4lD I\'{ATALI RT 00.1 I RW 001

58S NAZIRI 6 r 7204070380rt000 SETAPIJK KTClL 06 03 I 980 S\YASTA JL IrAMD\d{1AL.tRT 005r'RW 002

590 DARMADT 61 720.101 05710001 Str fAPUK KECIL ori0jir97l SWAS] A ]L HANIID MATALI RI., OOJ / RW OO2

591 SUi,,AtMAN 6r 720.10302620001 SIi'I,{PT]K KECIL 03l02ir 962 SWASI.A. ]L. HAMID N'ATAII RT, 006 / RV/ OO2

592 SAI,{SLL ARIFIN 6l 720,11 501650002 SINCKAWANC r 5iolil 965 S\YAST,4. JL Hr\llllD\tATAl-1RT 006/ RW 002
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
BI NA ADMIN I$TRASI KEWILAYAh.IAN

Jala* Medan Merdeka Utara Nc 7 Jakarla i0'i10 Telp: 021- 2300024 / 31427S5
Fax 021 - 3143426, wuw.kernendagri.Eo.id email : ditjenbinaadwil@ker"nendagrr.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

a6t{,r { aazgl efit
Penting
Satu Berkas
Rekomendasi Kebutuhan JF

Damkar dan JF Analis
Kebakaran.

Jakarta, :U Joni.Io??.

Yth. Wali Kota Singkawang
u.p. Sekretaris Daerah
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 800-2329-BAK,
tanggal 10 Mei 2A22, hal Penghitungan Kebutuhan JF Damkar dan JF Analis

Kebakaran, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri PAN RB melalui surat
nomor 8.653/lU.SIvl.01.00/2022, tanggal 6 April 2A22, hal Persetujuan Pedoman
Penghitungan Kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran,
serta memperhatikan surat Wali Kota Singkawang nomor 060i541/OR-A, tanggal
30 Mei 2A22, hal Usulan Rekomendasi Kebutuhan JF Damkar dan JF Analis
Kebakaran Kota Singkawang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
selaku instansi pembina JF Damkar dan JF Analis Kebakaran telah melakukan
verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan JF Damkar dan JF Analis
Kebakaran, dan selanjutnya memberikan rekomendasi jumlah kebutuhan
sebagaimana terlampir.

2. Rekomendasi kebutuhan JF Darnkar dan JF Analis Kebakaran diberikan
setelah melalui verifikasi dan validasi terhadap:

a. Data sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelarnatan;

b. Data target objek kerja bidang kebakaran dan penyelarnatan; dan

c. Pertimbangan bentuk kelembagaan perangkat daerah yang
menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

3. Rekomendasi kebutuhan yang telah diberikan menjadi dasar pemerintah

daerah untuk segera mengusulkan persetujuan kebutuhan kepada Menteri
PANRB melalui email persuratan@menpan.go.id cc.
subditpksdamkar@kemendagri.go.id dan sdmdamkar.kemendagri

@g mai l.com, dengan melampirkan rekomendasi kebutuha n dari Kementerian
Dalam Negeri.

4. Sebagai bentuk penguatan tugas pejabat fungsional pemadam kebakaran dan

analis kebakaran, Pemerintah Kota Singkawang perlu mengambil tangkah-
langkah strategis diantaranya:

a. ltlembentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai
amanat Pasal 17 ayal (7) dan Pasal 37 ayat (7) Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Penguatan regulasidi lingkungan pemerintah daerah terhadap peran Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam melaksanakan pemeriksaan sistem proteksi keselamatan kebakaran
di seluruh bangunan gedung dengan menyusun peraturan daerah atau
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c. Perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam rangka peningkatan
kapasitas sumber daya pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d. Pengadaan pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran
yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi Calon Fegawai Negeri
Sipil (CPNS), seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK), perpindahan dari jabatan lain, dan promosi, untuk dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5 lnformasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Pemadam Kebakaran, Direktorat [/anajemen Penanggulangan

Bencana dan Kebakaran melalui email sdmdamkar.kemendagri@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Sekretaris Ditjen,

Utama Muda (lV/c)
97AA715 199603 1 001'

Tembusan.
1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB; dan

3. Ketua DPRD Kota Singkawang.

?* t3

sj*&rn 1,

k:;;:l5



Lampiran Surat Sekretaris
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Nomor :36t1'lf alss lAftK"

Tanggal ' :rr )uni Pozt

REKOMENDASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Kewilayahan

5 199603 1 001 ,

KEBUTUHANJENJANG JABATANNO

181 Pemula
I2

6J Pemadam Kebakaran Mahir
2

41 AhtiAnalis
2 Analis Kebakaran Ahli Muda

2? Ahli MadyaAnalis Kebakaran

4 Pemadam Kebakaran Penyelia
Keahlian

3

Ditjen,

"i:l
!t,,!r

I

\*%-:I
t{;lrgl

* Utama lt/luda (lVrc)



Nomor
Sifat

Perihal
Lampiran

WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, ts ak<a6er 2A22

Kepada

060/,os, /oR-A
Penting
1 berkas
Usulan Kebutuhan JF Damkar
dan JF Analis Kebakann Kofg
Singkawang

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
di-

JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia

Nomor 364.113385/BAK, Tanggal 24 Juni 2022, hal Rekomendasi Kebutuhan

JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran, pemerintah Kota

Singkawang telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF pemadam

Kebakaran dan JF Analis Kebakaran yang diberikan setelah melaluiverifikasi

dan rekomendasi oleh Kementerian Dalam Negeriterhadap :

a. Data sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

b. Data target objek kerja bidang kebakaran dan penyeramatan; dan

c. Pertimbangan bentuk kelembagaan perangkat daerah yang
menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

sehingga Pemerintah Kota Singkawang mendapatkan rekomendasi

kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran adalah

sebagai berikut:

1. Kategori Keterampilan :

a. JF Pemadam Kebakaran Pemula berjumlah 18 Kebutuhan;

b. JF Pemadam Kebakaran Terampilberjumlah g Kebutuhan;

c. JF Pemadam Kebakaran Mahir berjumlah 6 Kebutuhan; dan

d. JF Pemadam Kebakaran Penyelia berjumlah 2 Kebutuhan.

2. Karegori Keahlian:

a. JF Analis Kebakaran Ahli Pertama berjumlah 4 Kebutuhan;

b. JF.A,nalis Kebakaran Ahli Muda beriumlah 3 Kebutuhan; dan

c. JF Analis Kebakaran Ahli Madya berjumlah 2 Kebutuhan.

Kode Pos 79123Jalan Firdaus l,lomor 1 Singkawang
Talcma /nqJir\ A2r1'171o tr.L.!h;[ /nEr\ a"m7r 6



Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan usulan

kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran di lingkungan

Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan rekomendasi kebufuhan dari

Kernenterian Dalam Negeri sebagimana terlampir.

Dalam Rangka pengusulan, penyesuaian/inpassing JF Pemadam

Kebakaran dan JF Analis Kebakaran, hasil rekomendasi Kementerian Dalam

Negeri akan diinput ke dalam aplikasi e-formasi yang dikelola Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian usulan ini disarnpaikan, atas kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

SINGKAWANG,

s.E., M.H.

Tembusan:
1. Direktur Manajeman Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri
2. WakilWali Kota Singkawang.
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
4. Kepala BKPSDM Kota Singkawang.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.
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Lampiran Surat Sekretaris
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Nonror : ?6il'i I alg5 1gfin
Tanggal ' :r.r Juni .:ro2t

NO JENJANG JABATAN KEBUTUHAN
Kategor! Keterampilan

1 Pemadam Kebakaran Pemula 18

2 Pemadam Kebakaran Terampil I
3 Pemadam Kebakaran Mahir 6

4 Pemadam Kebakaran Penyelia 2

Kategori Keahlian
1 Analis Kebakaran Ahli Pertama 4
2 Analis Kebakaran Ahli Muda 3

3 Analis Kebakaran Ahli Madya 2

a.n. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Ditjen,

ffi

\\*",\\r\\.
Utama Muda (lV/c)

15 199603 1 001

REKOMENDASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INNONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAI-fiAN

Jalai: Medan Merdeka Utara N+.7 Jakarta i*1A Telp: 021- 230S*24131427ff5
Fax . 02'1 - 3143426, wtvw.kemendagri.go id email . ditjenbinaadwil@kemendagri. go id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

a6q't la*vElOAr*
Penting
Satu Berkas
Rekomendasi Kebutuhan JF

Damkar dan JF Analis

Kebakaran.

Jakarta, :U Junir0"?

Yth" Wali Kota Singkawang
u.p. Sekretaris Daerah

di
Tempat

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 800-2329-BAK,

tanggal 10 Mei 2A22, hal Penghitungan Kebutuhan JF Damkar dan JF Analis

Kebakaran, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri PAN RB melalui surat

nomor 8.6S3/M.SM.01.00/2022, tanggal 6 April 2022, hal Persetujuan Pedoman

penghitungan Kebutuhan JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran,

serta memperhatikan surat Wali Kota Singkawang nomor CI601541/OR-A, tanggal

30 lvlei 2022, hal Usulan Rekomendasi Kebutuhan JF Damkar dan JF Analis

Kebakaran Kota Singkawang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1" Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

selaku instansi pembina JF Damkar dan JF Analis Kebakaran telah melakukan

verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan JF Damkar dan JF Analis

Kebakaran, dan selanjutnya memberikan rekomendasi jumlah kebutuhan

sebagaimana terlamPir.

2. Rekomendasi kebutuhan JF Damkar dan JF Analis Kebakaran diberikan

setelah melalui verifikasi dan validasi terhadap:

a. Data sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

b. Data target objek kerja bidang kebakaran dan penyelamatan; dan

c. Pertimbangan bentuk kelembagaan perangkat daerah yang

menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

3. Rekomendasi kebutuhan yang telah diberikan menjadi dasar pemerintah

daerah untuk segera mengusulkan persetujuan kebutuhan kepada Menteri

PANRB melalui email persuratan@menpan.go.id cc.

subditpks damkar@kemendagri.go.id dan sdmdamkar.kemendagri

@g mail,com, dengan melampirkan rekomendasi kebutuhan dari Kementerian

Dalam Negeri.

4. Sebagai bentuk penguatan tugas pejabat fungsional pemadam kebakaran dan

analis kebakaran, Pemerintah Kota Singkawang perlu mengambil langkah-

langkah strategis diantaranYa :

a. lvlembentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai

amanat Pasal 17 ayal (7) dan Pasal 37 ayat (7) Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2A2O tentang Nomenklatur Dinas
pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Penguatan regulasidilingkungan pemerintah daerah terhadap peran Dinas
pernadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

d alam melaksanaka n pemeriksaan sistem p roteksi keselamatrrt :*i*:i: :
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c. Perlu adanya perhatian pemerintah daerah dalam rangka peningkatan
kapasitas sumber daya pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d. Pengadaan pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran
yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS), seleksi Pegawai Femerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). perpindahan dari jabatan lain, dan promosi, untuk dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5 lnformasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Pemadam Kebakaran, Direktorat ltlanajemen Penanggulangan
Bencana dan Kebakaran melalui email sdmdamkar.kemendagri@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Sekretaris Ditjen,

Utarna Muda (lv/c)
5 199603 1 001'

Tembusan:
1. Drrektur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB; dan
3. Ketua DPRD Kota Singkawang.
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Lampiran Surat Sekretaris

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Nomor : 3611'i f alsS 1b66"

Tanggal ' :r"{ }uni sazt

REKOMENDASI KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN DAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

a.n. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
Sekretaris Ditjen,

Utama It/uda (lV/c)
15 199603 1 001 ,

NO JENJANG JABATAN
pilan

18
1 Pemadam Kebakaran la

I2 Pemadam Kebakaran Tera mpil
6Pemadam Kebakaran Mahir3
2Pemadam Kebakaran Penyelia4

ori Keahlian
4Analis Kebakaran Ahli Pertama1

3Analis Kebakaran Ahli Muda2
2Analis Kebakaran AhliJ


	A. Dasar Hukum.
	3. Sumber Daya Keuangan.
	4. Sarana dan Prasarana.
	5. Urusan Yang dilaksanakan Sesuai dengan RPJMD.

